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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubzhan Kebijalkan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
salah s8tu komponen dasar bagl penyusupnan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD] suatu dzerah. Hal ini sehagaimana ketentuan
Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendulkung kepada DPRD untuk
memperaleh persetujuan bersama. Yang mana yang dimaksud dengan “penjelasan dan
dukumen pendulkung” antara lain perubahan RKPD, dan perubahan KUA serta PPAS.

selanjutnya pada Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dmerah melalui Pasal 161 telah mengamanatkan bahwa
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah disusun berdasarkan laporan
realisasi semester pertama APBD dan dapat dilakukan apabila terjadi:

1} perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA;

2} keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
Organlzasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub
kegiatan dan antar jenis belanja;

3] keadaan yang menyebabkan SiLPA thun anggaran sebelumnya harus
digumakan dalam tahun anggaran berfalan;

1) leradaan darurat; dan/atau

5] keadaan luarbiasa,

Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi KUA
sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah valmi:

1} pelampavan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan deerah;
2} pelampauvan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
3) perubahan sumber dan penggunaan pembiavaan daerah

Sebagal  dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran daerah, untuk pelaksanaan tahun anggaran 2023, APBED Provinsi
Hepulauan Riau tefah ditetapkan dengan Peraturan Daerab Provinsi Kepulauan Risu
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Repulauan Riau Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provins! Kepulauan Riau
Tahun 2022 Nomor 5). Berdasarkan LRA semester pertama Tahun 2023, terdapat
indikasi ketidaksesuaian antara dan kemampuan kevangan Daerah saat APRD Murni

FERLBAHAN KEBIAKAN LUMUM APBD PROV. KEPULALIAN RIAL I-5
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ditetapkan dengan perkembangan kondisl pendapatan dan kebutuhan belanja daerah,
Mengacu pada hal tersebut, maka KUA-PPAS Provinsl Kepulauan Riau Tahun 2023
pertu dilakukan penyesualan

Selanjutnya beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan
EUA-PPAS Provinst Kepulauan Riau Tahun anpgaran 2023 antara lain:

1] Porubaban asumsi ckonoml makro yang berpengarub terhadap kondisi keuangan
daerah.

2] Perubahan proyeksl pendapatan dasrah dengan memperhitungkan hasil evaluasi
terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Juni
2023.

3] Adanya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan
dagrah maupun kebijakan telnis lainnya seperti penyesuaian DAU yang telah
ditentulan penggunaannya.

4] Penyesuaian penganggaran  belanja  daerah  berdasarkan  kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah seperti belanja hibah untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan Pemdlu mhon 2024,

3) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan,
pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023,

6) Penyesualan proveksi penerimaan SiLPA sesuai hasil awdit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulavan Riau.

7) Penyesualan Belanja Pegawai dan Belanja Jasa Tenaga Non ASN berdasarkan hasil
rekonsilisasi gaji.

Dengan adanya perubahan target Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan maka
diperlukan penyesuatan Struktur APBD Tahun 2023 pada Perubahan APRD Tahun
2023,

Dokumen Perubahan KUA merupakan dokumen yang sangat penting, Oleh karena I,
maka penyusunannya memerlukan tehapan yang sistematis dan akuntabel. Adapun
prises penyusunan Perubahan KUA adalah:

1) Mengevaluasl pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan menginventarisir serta

menelaah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampal dengan akhir
tahun;

2} Menginventarisir penamhahan anggaran sesuaidengan kebutuhan sampai dengan
akhir tahun;

4] Membahas dan menentukan kegiatan yang dapatdikurangl maupun dihapus untuk
memenuhi kebutuhan kegiatan yang lebih prioritas dan dapat dilaksanakan
sampai dengan akhir tahun;

4) Membahas dan menentukan keghitan baru akibat adanya perubahan situasi dan
kondisi baik fisik maupun non-fislk serta adanya kebijakan baru sehingga perlu
disusun kegiatan bamy,

PERUBAHAN KEBLAKAN UMUM APBD PROV. KEPLLALAN RLAL [-fi
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Atas dasar uraian di atas dan dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang
beraky, maka perlu disusun dolumen Perubahan Kebijakan Umum APBD [EUA)
Provins| Kepulavan Rlau Tahun 2023, Dengan demikian diharapkan Perubahan KEUA
lehih  komprehensif dan  holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman
penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 202 3.

Setelah dokumen perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 tersusun, selanjutnya
Rancangan perubahan KUA dan Rancangan perubahan PPAS disampailan Kepala
Daerah kepada DPRD. Kemudian menurut Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kevangan Daersh, rancangan perubahan KUA dan
rancangan parubahan PPAS vang telah dibahas dan disepakati bersama antara Kepala
Daerah dengan Fimpinan DPRD ditandatangani pating lambat minggu kedua bulan
Apustus dalam tahun anggaran barkenaan,

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa RKA Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkatr Daerah
vang telah disusun disampailewn kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berilatnya.
Secars diagramatik -alur proses perencanaan dan penganggaran darl KUA sampal
dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 1
Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

_ M N B
W

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilthat bahwa dalam perubahan APED, juga
dibutuhkan dokumen lainnya yang fungsinya sangat strategis, yakni dokumen
Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa
melalul dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023, maka selanjutnya

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPLILALAN RiAL -7
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Pemerintah Provinsi Kepulavan Rise dapat menyusun Perubahan KUA-PPAS Tahun
Anggaran Z0Z3 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan
RAPBD Tahun Anggaran 2023,

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijalan Umum AFPBD Provinsi Kepulavan Riau
Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

1] Memberikan penjelasan perubahan asumsi yang mendasari Perubaban AFBD
Tahun Anggaran 2023;

2] Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pemblayaan daerah
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;

3) Sebagei dasar untuk menentukan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran Z023;

4] Sebagai landasan untuk penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2023;

5] Sebagai dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untule meniial usulan
Perubahan BKA SEPD;

6] Sebagai dasar bagi DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023,

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Dagar hukum peayusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Kepulavan
Riau Tahun Anggaran 2023 sebagai berilut

1} Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Riau {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2] Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keusngan Negara [Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3] Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharsan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4421];

5] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang

N
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Perubahan Kedva atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor 5679);

&) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang {Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangsn Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona ¥irus DMsease 2009 (COVID-19] dan/atau dalam Rangka Menghadapl
Ancaman yang Membahavakan Perelonomian Masional danfamu Stabilitas
Sistem Heuangan (Lembaran Megara Bepublik Indonesia Tabhun 2020 Momor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516];

7) Urndang-Undang Momor 11 Tahen 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Z0Z0 Momor 245 Tambaban Lembaran Megara
Republil Indonesia Nomor 657 3);

8) Undang-Undang Momor 1 Tahun 2022 tentang Hubungin Kepangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Momor 4, Tambahan Lembaran MNegara Republilk
Indonesia Nomor 67577;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana
telah divbhah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Feraturan Pemarintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Huang Wilayah Mazional [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomaor 77, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 6042];

10) Pératuran Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6178);

11) Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

12) Peratuiran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 201% Momor6323]:

13)Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik indonesia Tahon 2021 Nomaor 31,
Tanmibahan Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomaor 6633);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaron Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapalan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2017 Nomoer 136):
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16) Peraturan Presiden Momor 18 Tahun 2020 centang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negam Republik
Indonesia Tahun 2020 Momor 100;

17)Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencandan, Penpendallan din Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasl Rancangan Peraturan Daeral Tentang Rencana Fembangunan Jangia
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan jJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
[Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18)Peraturan Menteri Dalam MNegerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klastfikasi,
Kodefikast, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangon Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1447);

19)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tekniz Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negars Republils Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781];

2(1) Peraturan Menterl Dafam Negerd Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2021
Nomaor 14197;

21} Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Talun 2022 Nomaor 972);

22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifileasi, Validas! dan Inventarizasi Pemutakhiran Klasifikesi, Kodefilasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpunan dan Kevangan Daerah;

23)Peraturan Daerah Provinsi Kepulavan Risu Nomor 2 Tzhun 2009 tentang
Rencana Pembangunan [angka Panjang Daersh Tahun 2005- 2025 {Lembaran
Daerah Provinsi Kepulavan Rian Tahun 2009 Nomor 2);

Z4)Peraturan Dderah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 73:

é5)Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 @mhun 2017 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Rizu Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulaoan Riau tahon 2016 Nomor 1);

26] Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nemor 3 tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan janglka Menenpah Daerah Provinsi Bepulavan Riau

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsl Kepulavan Rian tshun 2021
Momor 3);

Z7)Peraturan Daerah Provinsi Kepulavan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatin dan Belanja Dasrah Provinsl Kepulauan Riau Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulavan Riau Tahun 2022 Nomor
51
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28] Peraturnn  Gubernur Kepubavan Riaa Nomor 22 Tahun 2023 tentiang
Perubahan Bencana Kerjla Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2023 [Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor
919).
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BAB Il
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2.1.1. Pertumbubkan Ekonomi

Secara tahunan, perekonomian Provinsi Kepulacan Riau pada tahun 2022 mengalami
pertumbuhan sebesar 5,09% setelah pada tahun 2021 twumbuh sebesar 343%.
Pertumbuhan tahun 2022 ini sedikit lebih rendah jike dibandingkan dengan
pertumbuban ekonomi Nasional yvang tumbuh sehesar 5,3 1%.

Gambar 11, 1
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulouan Riau dengan Nasional
Tahun 2016-2022
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Sumber: BPS RI, 2023

a. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1-2023 Terhadap Triwulan 1-2022 {y-on-y)

Perskonomian Kepulauan Riau triwulan [-2023 tumboh sebegar 6,51 persen, jika
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka periode triwulan I-
2023 tumbuh lehih cepat dibanding pertumbuhan triwolan 1-2022 (y-on-y] yang
tumbuh sebesar 2,83 persen,
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Gambar [1. 2
Pertumbuban PDRE Trwulanan, 2019-2023 [y-on-y) [persen)
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Sumber: BP3 Provinsi Kepulavan Riau, 2023

Pertumbiihan tertinggi yvear on year pada triwulan [-2023 dicapai oleh Penyediaan
Akomodasi Makan Minum sebesar 82,70 persen; difkuti [asa Lainnya 37,38 persen; dan
lasa Perusahaan sebesar 34,00 persen,

Gambar [1. 3
Laju Pertumbuhan (y-on-y) PDRE Kepulavan Riau Menurut Lapangan Usaha, Triwulan |
L0Z3 (parsen)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023
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Bila dilitsat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepulauwan Riau riwulan [-
2023 secara year on year, Industri Pengolahan memberikan andil perumbuhan
tertinggi sebesar 3,28 persen; difkuti Konstruksi sebesar 1,36 persen; dan Penyediaan
Makan Minum memberikan andil sebesar 1,16 persen,

Gambar L 4
Andil Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Menurut Lapangan Usaba [Persen) Triwulan 1
Tahun 2023
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2023
2) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan [V-2022 {g-to-q)
Ekonomi Kepulauan Riao triwulan 1-2023 mengalami kontraksl sebesar 331 persen
bila dibandingkan dengan triwulan IV-2022 (g-to-g]. Katepori yang mengalami
pertumbuhan tertinggi adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi sehesar 22,03 persen; disusul lategori
Konstruksi yang mengalami kontraksi sebesar 10,82 persen.
PERUBAHAN KEBLIAKAN LUMUNM APBD PROV. KEPULAUAN RiAL 1l-14

TAHUN ANGGARAN 2023

Fenrrhang o can P



45
4l
A
il
K]
il
13
i

Gambar 1.5
Pertumbuhan PDRB Triwulanan, 2018-2023 (g-to-q) (persen)
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Sumber: BFS Provinsi Kepulauwan Rian, 2023

Struktur Ekonoml Kepulavan Riaw pada triwulan 1-2023 masih didominasi oleh
Industri Pengolahan [(4241%), Konstruksi (19,15%), dan Pertambanpgan dan
Ponggalian (10,38%).

GambarllL &

Distribusi PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha [Persen)
Triwulan 1, 2023
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Sumber; BPS Provinsi Kepuladan Riau, 2023
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Andil kontraksi terbesar disumbangkan oleh kategorl Kontruksi dengan andil
kontraksi sebesar 2,13 persen; diikuti kategori Industri Pengolahan dengan andll
kontraks| sebesar 0,79 persen.

Cambar (1. 7

Laju Pertumbuhan Q-to-Q PDRE Menurut Lapangan Usaha (persen) Triwulan 1-2023 (g-to-g)
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riaw, 2023
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i) FDRE Provinsi di Sumatera

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada triwulan 1-2023 (y-on-y] tumbuh sebesar
479 persen, Pertumbuhan g-to-g triwulan 1-2023 mengalami kontraksi sebesar 1,23
persen, Strubtur perekonomian Pulaw Sumatera secara regional didominasi obteh
Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,16 persen, sementara Kepulavan Riau berada
pada urutan kelima dengan share sebesar 7,38 persen,

Tabel 1. 1
Ringkasan PDRB per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan -2023 Tahun Dasar 2010
Kontribusi
Wilayah PORB (miliar ruplah) Pertumbuhan (%) terhadap Pulau
ADHE ADHEK qtoqg yony Sumatera (%)
f1) {2} (4] (5] (6]
1. Aceh 54 244,07 35.000,35 =7,06 4,63 499
2. | Sumatera Utara 251.949.51 145.711,17 «[,45 i B57 23,16
3. | Sumatera Barat 76,267,859 46.661,96 0,69 4,80 701
| 4 | Riau 250,774,320 134.290,26 -{], 0 3 BE 23,05
5 | Jambi 046793 4044704 -2.08 2,0 6,48
6. | Sumatera Selatan 151.142,98 | B6.631,42 0,11 5,11 13,89
7. | Bengkulu 23.023,43 12 443,08 -2.38 4.07 2,12
& | Lampung 105.5086,12 £3.859,98 0,79 1,96 9,70
9. | Kepulauan Bangla Belitung I4223,72 14.326,78 4,51 4,37 2,23
i0. auan Riau A0.319,46 48,805,24 A 651 7,38
Sumatera LO88.001,30 | 628.177,29 ) -1,23 4,79

sumber; BPS RI, 2023

ambar (1.9

Ringkasan PDRE per Provinsi di Pulau Sumatera Triwulan 1-2023 Tahun Dasar 2010

1,14 P
I :
a l

Wl
7.8 7,0 b
3 a9
o -
e -
sEn lé --'EEE E -i I'E IE '353’ l.j_;
sumber: BFS R, 2023
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b, Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran
1) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan 1-2022 [y-on-y)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwelan [-2023 tumbuh hampir pada
semua komponen. Komponen dengan pertumbuban tertinggl yaitu komponen
Pembentulkan Modal Tetap Bruto (PMTB]} sebesar 7,71 persen; diikutl komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,52 persen; diikuti komponen
Pengeluaran Konsumsl Pemerintah (PE-F) sebesar 5,29 persen; ditkuti komponen Net
Ekspor sebesar 291 persen dan komponen Pengeluaran Konsumszi Lembaga Non
Profit (PK-LNPRT) sebesar 0,65 persen.

Rila ditinfau dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Eepulawan Riao trwalan
1-2023 (v-on-y]), komponen yang memiliki andil pertumbuhan tertinggi adalah
komponen PMTB dengan andil sebesar 3,05 persen; diikuti komponen PE-RT dengan
andil 2,22 persen; difkuti komponen Mot Ekspor dengan andil 0,50 persen; diileuti
komponen PE-P dengan andil 0,13 persen dan PK-LNPRT dengan andil 0,00 persen.

Z) Pertumbuhan Ekonomi Triwulan [-2023 Terhadap Triwulan IV-2022 (g-to-q)

Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnyva, ekonomi di triwulan 1 2023
terkontraksi sebesar 3,31 persen. Kontraksi tertinggi terjadi pada komponen PE-P
sebesar 62,75 persen dengan andil 4.07 persem; diikuti oleh komponen PMTB
teriontraksl sebesar 0,13 persen dengan andil sebesar 0,05 persen. Sementara itu
kompenen yang tumbuh pesitif yaltu komponen Net Eksper sebesar 983 persen
dengan andil pertumbuhan sebegar 1,45 persen; komponen PE-LNFRT tumbuh
sebesar 2,84 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,01 persen dan komponen
PR-RT tumbuh 0,63 persen dengan andil pertumbuhan sebesar 0,24 persen,

Secara umum, struktur ekenomi di tiwulan [ 2023 tidalk jauh berbeda dibandinglkan
triwulan lain di tabun sebelumnya, Struktur ekonomi menurut pengeluaran didominasi
oleh komponen PMTE sebesar 43,37 persen, dilkuti oleh Komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga sebesar 41,17 persen, dilkuti oleh komponen Net Elspor
sebesar 11,76 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sehesar 2,63 persen.

Adapun komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori korang
darl 1 persen.
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Gambar I1. 10

Distribusi PDRE Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaleu Menurut Peéngelisaran [ Persen)
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Sumber: BFS Provinsi Kepulauan Riaw, 2023
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Tabel 11. 2

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Kepulauan Riau g-to-q, y-on-y dan c-to-c
Triwulan [-2023 Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 [persen]

Triw 2023 Triwl-2021 Sumber Sirmbrer
Lapangan Usaha Torhadap Triw V- | Terhodap Triwi- | Pertumbuban | Pertumbuhan
2022 fy=to=q)** LOZE (y-on-y]** (q-to-q) (¥-on-¥]
{1 ] i Ll i
A, Pertanizn, Keludanae dan Perilamn -5,68 57 17 f,13
B. Portmmbangan dan Penggalian 0,73 -1487 .07 -1.97
L Imdustri Pengolahan -1,086 797 -0.79 328
. Pengadaan Listrik dan Gas -1,56 1208 L2 a1
B, Peagadsan Alr, Pengelolaon Sampak, 104 1153 o @01
Liendwsh dan Daus Blang
F. Kanstrules: -1082 753 213 136
. Perdagangan Besar dan Eceran, leporasi L.8A 511 0,14 (T ]
Flolell dan Sepeda Metor
H. Transportas| dan Fer 07 1307 0,01 0,54
L Penypinan Akomadast dan Makan Misum iz BT 0,02 1,16
|- Informasi dan Kamurilessi 104 2453 .04 a2
K. Jasa Kewangan dan Asuronsi 76 §94 03 k4
L Real Estat 0,26 11,35 0 0,04
MM, [asa Perusshasn 4 14 ] il
0. Jasa Administras Pemerintahan, 32103 8,09 -{148 0,54
Pertakinan dan Jaminem Sosial Wajib
I*. Jasa Pendidikan 089 aaz i 0.1
@), s Kpsshatan dan Kegiatan Sasial 4,78 6,21 0,15 0,06
RS T [asa Lainmya 012 a7.34 1] 047
Produl Domestih Regional Brute (FDRE) -3,31 51 3.3 51
Keterangan @ "Angka Sementara ** Angla Sangat Sementars
Sumber: BPS Provingi Kepulsuan Riau, 2023
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Tabel 11,3

PORB Kepuolauan Riau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
BEonstan 2000 Triwulan [-2022, Towulan IV-2022 dan Triwulan 1-2023 [milyar rupiah)

H-_!: Herlabu Hargs Konstan 2000
Lapangin Esla Triw |- Trive - Triw k Triw Triw V- Triw |-
IRZI™ 201r2% 20LI 2T+ 032 2023%
iy 2 i {4l [ (] [T

& ;:11:*’1“‘““ Kehianan dan 24155 | 24veen | z3msee | pzeasy| wememr| 13856
g Fu'hmhnnih:mdnrl F'Engallm 4,683,287 B.544.41 338,63 (111 513865 517630
- Indmstri  Peognlalun 42029 Fa3d4.18 34007 44 1938145 2126319 L0EHE.53
. Pogmdaan Listeik don Gas 762,12 BE4.29 B0, 48 450,85 513,31 505,33

Pengadaan Air, Pengelnlaan

ampah
E. Limbah dan [aur Wary 6972 T5H3 TH.4T 54,35 ga.52 60,62
E Kenstrahai 15057 | 17000405 | 1538363 B252.99 0.950,77 8.873,90
. Periygangan Bese day Eeomin,

Feep- arasi Mobil dan Sepeds 624045 BII216 7.006,74 1655, 4 1H1ZE2 1684.48

Mt
. Trangparizsi dun Pergudangan Li13&18 1.751.44 163328 41,37 ax4a. 71 8,55
I Pepyedinan Al sdaz dan

: g7 :

Makan Minym 4,08 162055 163833 43,22 1L.ie5.60 117518
I- Infrmasi dan Hemuoikasi 1.B48.40 2.260.27 2.310.00 1.531,12 1867,11 L906,76
i |21 Keuangan dan Amirans L2567 AL 212042 126007 131239 132236
L Iteal Estat THL.BY T AT 812469 SHIL5G B2E55 HEL1R
MM | |2 Perusliann 178 2 264 1A 1,66 187
i Administrast Femerinthan,

Pertah- anan dan faminan Somal 1.298,36 1.451,10 1.503,35 7T L105:20 061,72

Walib
B lm=a Peniliidksn GEM L10&2T 1.116.48 LR HHsE S9107
@ JSE dm"“ than Knghutaa 6136 719,58 677,61 448,26 500 476,11
RATLL . | jasa Lsinnya 135,85 20254 205,74 H5, 26 11654 11712

raduk ”"""[‘p;‘:_':_g,fﬂ““' BNt | gy 51488 | 0L.033,66 | 8031946 | 4582222 | s0.47537 | ams0%24
Keterangan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumhber: BPS Provinsl Kepulauan Riau, 2023
212, InfTasl

Pada Junl 2023 terjadi inflasi sebesar 0,49 persen persen, berbanding terbalik dengan
bulan Mei 2023 yang mengalami deflas| sebesar 0.26 persen. Sedangkan Tingkat
Infiasi year on year (yoy) Juni 2023 terhadap juni 2022 sebesar 2,64 persen, leblh kecil
dibandingkan dengan inflasi yoy Junl 2022 terhadap Juni 2021 sebesar 5,89 persen,
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Tabel IL 4
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Gabungan 2 Kota di Provingl Kepn
Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)

. iy = = — I - |

Mouth 1o Month (Jai terfiadop balan sebetusrrnya) 0,25 005 | 012 084 49
Year to Date {uni tbun j terbadap Desember tabun -2 L76 014 19 375 i
¥ear on Year (Juni tabun n ferhadap Juni tzhun a-1) 3,16 0.24 1,52 589 2,64
Sumber: BPS Provinst Eepulauan Riau, 2023
Gambar (1. 11
Porkembangan Infasi Provinsi Kepufauan Rian Tahun 201% [2012=100) dan 2020 s.d 2023
[2018=100)

1.4

1400

0.50

4,%

Tl dim Fidh ai apr (] dim Jui A Sim a1} tap (2]
il Gl =5 | 4L AL 101 0,25 fiLan OB8 0, 4% 0,27 I 1,27
T O0R &% 0, 4 o 3,45 0,85 3, 11 i £,15 Q1% 0,1% 1,04

2 a7 O am [eRe] Q24 1,13 I 0, &7 ol 4[] [ Y 0,56
— 12] 0,5% o2 Gufibl L =K B 0Be oAl L5 104 a.07 {20 111
—T) lifrs o.sr -0, 1 SR L T4 4%
Sumber: BPS Provins! Kepulauan Riag, 2023
Dari 24 kota [HK di Sumaters, tercatat seluruh kota mengalami inflasi vear on year
(yoy] pada bulan Jumi 2023. Inflasi yoy tertinggi terfadi di Kota Sibolga sebesar 3,88
persen dan inflasi yoy terendah tecjadi di Kota Gunung Sitoli sebesar 1,01 persen. Kota
Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-10 dan ke-21 dari 24 kota
yang mengalami Inflasi yoy di Sumatera. Jilm berdazarkan inflasi/deflasi month to
maonth (mtm), Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menduduki peringkat ke-2 dan ke-
6 dari 22 kota yang mengalami inflasi mim di Sumatera.
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Tabel 11, 5

IHE, Infiasi dan Andil Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri Menurut Kelompok

Pengeluaran (20018=100), Juni 2023

11 T T T S RO O 7 .

Limiria 111,06 113,99 1,44 0,62 64 | 04925 L6304
Makanaz, Minuman, dan Tembakau 12359 12407 125 141 14 03736 0AGES
Pakalan dan Alas Kakd 10703 1ag.92 11,14 253 2n 0067 114480
Perumabsan, Asr, Listrik dan Bahan Baker 1018l LIS 1,04 1,04 2,26 00054 D3E2G
Rumah- Tangs

Perlerghapan, Peralatarn, dan 130 nge 0,05 LI& 176 0oy MOETS
Pemeliharazn Rotin Baimah Tangga

Kesehatzn 10310 1366 L3l .24 0,54 oaols xo11T
T ramsporras L0 14 1610 1,54 - 444 £1,48 0,175 1,1585
Informas, Komunikas|, dan Jasa Hevan: gan 15 qo9.17 1,080 14 0 oiono i Oile
Relcread], Olaliragn, dan Bodaya 10717 107,82 0,21 .28 051 0042 MOT23
Peisdicdikan 114,18 11740 0,00 CLAF5 282 i, (G 1634
Peivyediaan Malcanan don Mingioan ) Bestoran| 10977 110,25 0,0 0016 0,44 a0 1945
Perswsitan Pribadi dam Jasa Lainnya 117,73 122,71 -0.43 Zi3 4324 -lo287 02763

Keterangan: 1] Persentage perubaban 1HK Juni 2023 terhadap IHK Mel 2023,
£] Persentase perubahan [HK Juni 2023 terhadap [HK Desember 2022,

3] Persentase perubahan THE Juni 2023 terhadap [HK Juni 2022

Sumber: BP3 Provinsi Kepulavan Rinu, 2023

Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Juni 2023 secara umum
menunjukan adanya kenaikan. Beberapa komaoditas yang memiliki andil/sumbangan
inflasi yoy pada Juni 2023, antara lain: bensin sebesar 0,83 persen; rokok kretek filter
sebosar 0,50 persen; kontrak rumah sebesar 0,19 persen; angkutan udara sebesar 0,14
persen; dan telur ayam ras sebhesar 0,10 persen. Sementara komoditas yang memilild
andil/sumbangan dominan terhadap deflasi yoy, antara lain; cabal merah sebesar 0,65

persen; minyak goreng sebesar 0,40 persen; cabal rawit sebesar 0,14 persen; tomat

sehesar [L,0O3 persen; dan cabai hijau sebegar 0,03 persen.

Tabel 11, &
Komoditi Penyumbang Inflasi Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri, Juni
2023

= oy i)

L | Bensin 22,7700 08208
Z | Hokok Kretek Filter 21,2100 0,4963
3. Hontrak Rumah 13,2100 i, [B&3
4 | Angkutan Udara 7.3300 0, 1363
5 Telur Ayam Ras 11,1800 0,971
6. Emas Perhiasan i1, 648010 0,068
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7. | Rokek Putlh 59,3900 0,0863

B. | Akademi/Pergiruan Tingai 53200 0,0857

9. Sewa Bumah 1,5%00 {0855

10, Rakak Kretiek 13,2900 0,097

Sumber: BPS Provinsi Kepulavan Riaw, 2023
Tabel 11. 7
Komaoditl Penyumbang Deflag| Year on Year Terbesar Gabungan 2 Kota di Provinsi Keprd, Juni
2023

1, Cahal Merah -5, 4600 -11,6505
4. Minyal Gareng -20,4100 0,4041
3 Cabal Rawit -36,5200 =0, 1363
| 4 Tomat -17.6400 -0,0353
5, Cabai Hijau -36,7200 -{1,02494
&. Penggorengan -8, 9700 -,0287
7 Sawi Putth =18,6300 -{1,0205
EL EPutl’ﬂfﬂuhia -30,1800 -0,0181
] Mugjalr -4, 8200 =0,0174
16, | Brokol 12,4000 001

Sumbern BFS Provinsi Kepulauan Riaw, 2023

2.1.3. Hemiskinan

secara umum, pada periode September 2015-Maret 2023 tingkat kemiskinan di
Kepulauan Riau mengalami Auktuasi baik darl sisi jumbah maupun persentasenya.

Perkembangan tingkat kemiskinan periode September 201 5-Maret 2023 sebagaimana
gambsr berikut,
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Gambar I1. 12
Jumlzh dan Persentase Penduduk Mizkin Provinsi Kepulavan Riau, Maret 2016 -Maret 2023
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aumber: BPS RI [data olaban), 2023

Dari grafik diatas terlfhat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinal Kepri pada Maret
2023 tercatat sebanyak 142,500 orang turun jila dibandingkan periode Maret 2022
sebesar 151,680 orang, atau turun dari 5,03 persen penduduk misikin pada September
2022 menjadi 5.69 persen pada Maret 2023, |ika dibandingkan dengan Provinsi
lainnya di Sumatera, persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulavan Riau dapat
dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 13
Persentase Penduduk Miskin Provinsl Kepulasan Riau, Provinsi di Sumatera dan Nasional,
Maret 2021 - Seplember 2023
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Sumber: BPS Rl (data slahan), 2023
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Disisi l[ainnya selama periode September 2022-Maret 2023, Gars Kemiskinan nalk
sebesar 1,65 persen, yaitu dari Rp730.462,- per kapita per bulan pada September 2022
menjadi RpT42.526,- perkapita per bulan pada Maret 2023, Sementara pada periode
Maret 2022-September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,78 persen, yaltu dari
Rp&B4.070,- per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp730 462,- per kapita per
bulan pada September 2022,

sedangkan Indeks kedalam kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan, pada
periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (F1) dan Indeks
Keparahan Kemiskinan (PZ] mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan
pada September 2022 sebesar (,BH6 dan pada Maret 2023 naik menjadi 1,047,
Demikian pula halwya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan tuwrun-dan 0,186 menjadi
0,181 pada periode vang sama.

Kenaikan nilal indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata
pengeluaran pendudule miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Dan dengan
turunnya nilal Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2022 semakin berkurang
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,

Tabel 1.8
Profil Kemizskinan di Provinsi Kepri
Subjek 2018 2019 2020 021 2022 2021
Mar Sepl Mar Sept Mar Sapi Alar Sopl Mar SEpl Mar
Jumlah Prrsdedat 5 i i
H'ﬂ'llmmll-ﬂuﬂ':l 131670 IERd6T | 126863 1ET, 750 137508 (L PR 184402 FE s [ERA |&H.A00 14Z500
&WP “f“"”] i gr|  sm 54 sa | se|  em | mie| sms|  ev|  ena| s
Garte Kemiakman & :
Muiah] 559291 | 567972 | 594059 | somods | eiamry | ermsaz | cezaas | esnasa | eeasro | TRosez | T4nsie
Imiets Eedalaman
Kemiskinan (F1) 0w LLY It s 111 121 107 0es | Loer | omes | e
IE!H!
Indeics Keparsian
Kemiskiaan (F2) 034 aii iz L E i WL 0,42 n,zd w22 0,252 (LiBG &8
{Persen)
:::!'! !"!"!!h'“u! dinlvayy | SW | det| 2| am| zm| ne 047 | mat|  Ep0|  mpe| 40
5' .i!:!m.!IEr'ml 'i“"": ““i"";' mor |  se| axm| &oe| sar| 2sm]  ass sen | a4 | w2 am
Sumber: Bank Indonesia, BPS RI, BPS Kepulauan Riau (data clahan) 2023
Z2.1.4. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, Nilai Gini
Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Ginl Ratio menunjukkan
ketimpangan vang semakin tinggl Pada Maret 2023 Gini Ratio tercatat sebesar 0,340,
naik 0,015 poin dibandingkan dengan Ginl Ratio pada September 2022 yang sebesar
0.325. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjfadi sedikit peningkatan ketimpangan
pengeluaran di Kepulavan Riau selama periode September 2022-Maret 2023,
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Berdasarkan daerzh tempat tinggal, pada perjode September Z022-Maret 2023 Gini
Hatio di dacrah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 0,011 poin vaitu dar 0,328
pada September 2022 menjadi 0,339 pada Maret 2023, Berbeda dengan daerah
perkotaan, di daerah perdesaan nilai Gini Ratio mengalami penurunan pada periode
September 2022-Maret 2023, valtu sebesar 0,016 poln.

Gambar [E 14
Perkembangan Ginl Ratio Provinsi Kepulavan Riau Maret 2016-Maret 2023
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sumber: BPS RI, 2023

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera dan secara nasional pada periode
Maret 2023, Indeks Ginl Ratio di Provinsi Kepri berada di wrutan ke-2 paling tinggi se-
Sumatera, meski masih lebih rendah dibandingkan Ginl Ratio secara nasional (0,388).
Untuk pini ratio di wilayah perdesaan Provinsi Kepulavan Riau berada pada urutan ke-7
sedangkan ginl ratlo di wilayah perkotaan relatif cukup rendah, yakni berada di uretan
ke-7 dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan lebih rendah dari ginl atio nasfonal
wilayah perdesaan dan perkotaan.
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Gamiar 11, 15
Gini Ratio Provins! df Wilayah Sumaters
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Sumber: BPS RI, 2023

2.1.5, Indeks Pembangunan Manusia (1PM)

Pembangunan manusia Kepelavan Riau selama periode 2016-2022 semakin membaik
BPS mencatat angka IPM Kepulagan Riaw tahun 2016 sebesar 73,99 dan terus
mengalami kenaikan setiap ahunnya. Posisi terakhir angla [PM Kepulauan Riau tahun
2022 mencapal 76,46, Angka IPM vang terus mengalami peningkatan dari walktu ke
wakiu ini menandakan bahwa pembangunan manusia di Kepulavan Riau dari segi
kesehatan, pendidikan dan ekonomi semakin membiik.

Gambar 11. 16
Perkembangan IPM Provinsi Kepri dan Nasional
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Sumber- BPS Rl (data olahan), 2023
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Peningkatan IPM Provingi Kepri menunjukbkan adanya perbailan kesejahtersan yang
tercermin dart Umur Harapan Hidop {UHH), mtarata lama sekolah (BELS), dan standar
hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per lapita. Secara nasional, [PM
Provinsi Kepri menduduld orutan ke-4 tertinggi sefelah provinsi DKl Jakarta,
Yogyakarta, dan Kalimantan Timur.

Sementara ity di kawasan Sumatera, [PM Provinsl Kepri menempati posisl teratas

[tertinggi} dibandingkan provinsi lain dengan angka 76,76. IPM Provinsi Kepri
termasuk dalam kategori tinggl (nilai IPM 70 = [PM< B0).

Gambar 11, 17
Perdembangan IPM Provinsi di Kawasan Sumatera
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Sumber: BPS RI {dats olahan), 2023

Umur Harapan Hidup pendutduk di Provinsi Kepri pada tahun 2022 tercatat 70,50
tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnyva yaitu 70,12 tahun yang
menunjukkan kualitas hidup masyarakat semakin balke Tinglat Harapan Lama Sekolah
(HLS) juga mengalami peninghatan menjadi 12,99 tahun yang difkuti peninglkatan rata-
rata lama sekolah menjadi 10,37 hun. Peningkatan angka harapan selolah maupun
rata-rata lama sekolah memberikan sinyal positif bahwa kualitas SDM di Provinsi Kepri
akan semakin baik. Sejalan dengan hal tersebut, tngkat pengeluaran per kapita juga
mengalami peninglatan menjadi sebesar Rpl4.469 ribu, lebih tinggi dibandingkan
tahun sebelumnya sebesar Rp14.122 ribu.

Tabel 11,9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepulavan Riau Menurut Dimensi, 2012-2022
KOMPONEN SATUAN | 2012 | 2013 | 2004 | 20015 | 2006 | 2017 | 2008 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
ot TP | Tabun | 885 | 6905 | 6915 | 91| eoa5| eoan | eose| eo8| eame| masz| vose
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SATUAN | 2012 | 1013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

022

Hurapan Lami Sekalah

(HLS] Tahun 113 1226 | 1Z51 12,6 | 1266 | 15381 1282 | 1283 | 1267 | 1%98 12,59
fatz-ruta Lama SEholah | vopun | osm| os3| os4| ses| ser| ope| ee| 999 1eaz| we| may
Pongeluaran per Kapina -~ 1274 | 129% | 1300 1317 1335 1356 1397 | 1446 | 1a20| 1412| .
Disasuaikan P a 2 2 7 a & 6 & a '
IFM T2.36 | 73.02 T34 | TAT5 | T39% | T445 | 7484 | ThAB | 7558 | 7579 | TH46

Sumber: Bank Indonesia Provingl Kepulauan Riau, 2023

2.1L6. Tingkat Pengangrhran

Merujuk pada data BPS, Pengangguran dapat diartilan sebagai (1) pendoduk yang
aktif mencari pekerfaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan
baru, (3) penduduk yang tidak mencarl pekerjaan karena merasa tidak mungkin
mendapat pekeraan, (4] kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan
dengan alasan sudah mempunyal pekerjaan tetapl belum mulai bekera,

Sedangkan  Tingkat pengangguran  terbuka merupakan persentase  jumlah
pengangguran terhadap jumiah anghkatan kerja. Dan Angkatan Kerja pula merupakan
penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang belerda atau punya pekerjaan namun
sementara tidak bekerja, dan penggangguran.

Tinglat Pengangguran Terbuka (TPT] di Provinsi Kepulanan Riau (Kepri] tercatat
mengalaml perbaikan dad posisi Agustus 2021 sebesar 9,91% menjadi 8,23% pada
Agustus 2022, Perbaikan tersebut terutama terjadi di daerah perkotsan yang
mengalami penuranan TPT darl 10,45% pada Agustus hun lalu menjadi 8.52% pada
Agustus 2022, Hal tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas usaha dan kegiatan
pariwisata di perkotaan didorong mobilitas yang terus membaik. Sementara TPT di
wilayah perdesaan mengalaml peningkatan. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 68,27% menjadi 68,94% didorong oleh
peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Tahel 11, 10
Tingkat Pengangguran Terbuka [Persen) di Provinsi Kepulauan Riau
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Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau [data olahan), 2023

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPULALIAN RIAL 1-29
TAHUN ANGGARAN 2023




Tabel 11, 11
Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partistpasi Angkatan Kerja di

Provinsi Keprti
Perinds Perubahan 1 Tahan
Indlikatar Aps'19 | Ags'2o | Aps'21 | Apszz | Ovamg i
! Perubahan
Anghkatan Kerja LOGAAT4 | 1133776 | 1207004 | LisRT(2 7] 4.3
Brkerja SBAA1T | LOIASO0 | LOB7.AI9 | LIS5.997 BE.578 8,31%
Penganpguran HLIST 117176 119555 | 163015 -15. 861 e
Tinghat Fengangguran Terbulea {TPT) 5 | L% L B23% -1,68%
- Perdesaan 451% S41% 441% 5/08% LAS%
- Perkokaan T | 1080 | wnash 8,524 «,00%
Tingkak Partisipasi Anglkatan Kerja [TPAK) L) B 20% GEIMG | BOO4MW

2.2,

Sumber; Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2023

Berdasarkan tngkat pendidikan terakhir, TPT hampir selurub level pendidikan
mengalami perbaikan TPT yaitu kelompok pendidikan universitas, diploma, SMA, SMP
dan 5D ke bawah. Sementara kelompok pendidikan SMK mengalami peningkatan 1,38
persen poln, TPT teringgl terjadi pada kelompok lulusan SME sebesar 11, 34%, diikuti
SMA sebesar 11,03% dan SMF sebesar 10,38%. Sementara TPT terendah terjadi pada
kelompok lulusan universitas (2.5%) serta kelompok berpendidikan SD ke bawah
(3.31%). TPT yang cukup rendah dan menurun pada universitas dan diploma
dipengaruhi oleh kebutuhan dunia kerja yang tinggi untuk level pendidikan/keahlian

yang lehih tinggi.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijlakan keuangan dacrah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan vang terkail dengan perencanaan pembangunan
daerah dan peraturan  perundang-undangan yang teckait dengan pengelolaan
kevangan dagrah, yang mana secara umum praktilnya merajuk pada ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daersh, Tata Cara
Evaluas! Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunian Jangka
Panjang Dserah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan [angka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daeralk, dan Rencana Kerja  Pemerintah
Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi global dan nasional, terlehih khosus ontuk
perckonomian di Provinsi Kepulauan Riau itw sendiri dan dengan memperhatilkan
kondisi il perekonomian di Provinsi Kepulsuan Riau, maka Pemerintah Provinsi pada
AFBD Mumni telah menetapkan kebutuhan belanja sebesar Rp4.151.643.1891.028,00
(empat triliun seratus lima puluh satu miliar enom ratus empat paluh tiga futa

PERUBAHAN KEBIMAKAN UMUM AFED PROV. KEPULALAN RIAL 11-30

TAHUN ANGGARAN 2023




serabus delapan puluh saty ribe dua puleh delepan rupich), Selanjutnya dengan
adanva faktor yang menyebabkan terjadimya perubahan Kebijakan Umum APBD
Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada halaman sebelumnya, maka kemudian
perdu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2023 dengan menyusan
rancangan Perubahan APED Tahun 2023 dengan kebutuhan belanja menjadi sebesar
Rp4.459.353.714.110.00 (empat triliun empat rotus Bma puleh sembilon milior
tiga rotus lima peloh tige juto tujub rotus empat belos ribe seratus sepuluh
rupiah).

Kebijakan ini dimaksedken agar dapat mendukung penvelenggaraan pemeriniahan
yvang efektif dan efesien serta meningkatan perskonomian daerah pada tahun 2023,
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BAB 111
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Perlambatan ekonomi global diperkirakan berlanjut di whon 2023, Perturmbuhan
ekonom| global tahun 2023 diperkdmban melambat ke level 28 persen. Tinghkat inflasi
yang masth persisten tinpgi, bedanjutnya pengetatan kebijakan moneter, semakin
terbatasnya ruang kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter], meningkatnya tensi
geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ehonomi
global, Berdasarkan data Bloomberg bulan April 2023, probabilitas resesi teknikal di
banyak negara maju masih tinggl, sepertl di Ingeris (65 persen], AS [65 persen], dan
Eropa (45 persen). Kondisl inl menurunkan optimisme dan menciptalan sentimen
negatil bagi perekonomian, Seiring dengan pelemahan plobal, berbagai indikator
ekonomi menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan,

Selanjutnya berdasarkan Laporan APBN Mel 2023 dijelaskan bahwa Prospek positif
ekonomi nasional di awal keartal I tahun 2023 terus terjaga melanjuthan kinera
positif ekonomi di kuartal | 2023. Beberapa indikator ekonomi terus mengalami
penguatan hingga akhir April 2023, Sektor Manufakour Indonesia secara konsisten
mengalami ekspansi dalam 20 bulan berturut-turut yang ditunjukkan menguatnya
PM] Manufaktur di April 2023 pada level 52,7. Penguatan aktivitas manufaktur
nasional didorong oleh peningkatan permintian  domestik, terutama karena
bersamaan dengan perayaan Idul Fii Darl sisl konsumsl, Indeks Keyakinan
Konsumen (IKK) meningkat menjadi 126,1 di April 2023 dari 123.3 di Maret 2023 yang
mengindikasikan penguatan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi
ke depan. Ssiring knerja positif ¢konomi nasional di Kuartal | tahun 2023, lapangan
kerja nasional terus membaik dimana tngkat penganpguran terbuka [TPT) untuk
Februari 2023 tercatat sebesar 5,45 persen.

Dalam tahun 2023, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif
terfaga. Aktivitas konsumsi diperkirakan masih menguat, sebagaimana ditunjukkan
oleh berbagai indikator terkini. Sampal dengan Maret 2023, Indels Penjualan Rill
(IPR] tercatat pada level 215.2, lebih tinggl dari periode yang sama tahun lalu
Penjualan mobil penumpang sampal dengan bulan Maret 2023 tercatat sebanyak
155,439 unit atau meninglkat 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022,
sementara penjuatan motor tumbuh 40,5 persen Indeks belanja rumah tanggs
berdasarkan survei Bank Mandini juga menunjukkan tren yang masih kuat. Menglingat
kontribusi kompenen rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDB,
masity hkuatnya Kinera  konsursi rumah tangga diharmpkan dapat menopang
pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 yang menghadapi tren pelemahan
global. Sampai dengan riwulan 12023 kensumsi rumah tangga tumbuh 4,5 persen.
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Konsumsi Pemerintah bergerak sejalan dengan belanja negara terkait penanganan
pandemi Covid-19, Dalam periode tahun 2020 dan 2021, konsumsi pemerintah
masing-masing tumbub sebesar 2.0 persen dan 4.2 persen. Hal ini tidak terdepas dari
belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan ala kesehatan, obat-obatan,
Insentil tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan
bantwan sosial: Situasi pandemi Covid-19 vang terkendali di mhun 2022 menjadi faktor
utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerineah. Konswmsi pemerintah di
tahun 2022 terkontraksi sebesar 45 persen dibandinglan tahun sebelumnya.

Kingrja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperidralan tumbuh positif untek menjaga
momentum pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintal tumbub 4.0 persen pada
trivulan 1 2023. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2023, sebagaimana
tercermin oleh pertumbuhan belanja barang vang tnggl, mendorong perturbuban
konsumsi pemerintah di triwolan 1. Kebijalan fiskal 2023 diarahlan untuk menjaga
pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasule menjaga momentum
pemulihan ekonomi. Belanja negara dalam APBN 2023 di antaranya dialokasikan
untuk menjaga daya beli masyarakat melalul program-program pengendalian infasi,
tarbahan bansos berupa bantuan baras, tambahan Komponen Tunfangan Profesi Gury
{TPG) pada Tunjfangan Harl Baya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk
penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain fu, pelaksanaan Pemilu 2024
juga mendorong nailnya konsumsi pemerintah datam pembentulan PDE 2023.

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperidrakan kembali berlanjut
di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, perulihan
ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan giohal.
Hal inisejalan dengan penghapusan Pembertakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
{(PPEM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyaralat Konsumsi
Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positl, didukung
perhaikan pola betanja operasional. Dad sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur
diharapkan dapat memberikain multiplier effect pada sektor lainnva termasuk
pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas, Selain ito tahun 2023 dan yang
akan datang merupakan perlode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang
pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi rislko yang dapat
terjadl sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perckonomian dunia dan kebijakan
monater yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dafam
walktu delkat Dorongan terhadap investasi, termasuk melalui penyelesaian PSN dan
keberlanjutan  agenda hilidsasi SDA  akan  terus  dilanjutkan.  Dengan
mempertimbangkan  potensidan risike yang ada, Pemerintah memperkirakan
perturnbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Di tengah tekanan inflasi global vang tinggl, laju inflasi domestik relatif terkendali. Lajuo
inflasi tercatat sebesar 5.5 persen [yoy), lebih tinggi darl tahun 2021 yaitu 1.9 persen
{voy). Hal ini diderong oleh fktor domestik dan gejolak ekonomi global. Penguatan
permintaan domestik telah mendorong peninglatan level harga setelah sempat
tertahan selama masa pandeml, Peninglkatan harga komoditas global juga mewarnai
dinamiba inflasi domestlk, Khususnya inflasi pangan dan energl. Seiring dengan
kenmaikan harga energi di pasar plobal, Pemerintah melaksanalan lebijakan
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penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak [BBM] pada September 2022 vang sempat
memberikan tekanan pada inflasi administered price. Kondisi tersebut meningkatkan
potensi tekmnan inflasi lanjutan namun dapat dijage dengan baik melalui sinergi
kebijakan Pemerintah dan pemda bersama Bank Indonesia,

Laju infasi tahun 2023 diperkirakan lkembali berada pada rentang sasaran inflast yang
ditetapkan (3.0 + 1,0 persen). Seiring dengan moderasi harga komoditas glohal, inflasi
diperkirakan kembali rentang sasaranmya. Sementara ity, inflasi Volatile Food [VF)
akan terus dijaga agar bergerak pada kisaran 3.0 - 5.0 persen [voy], di tengah
tantangan fuktuasi harga komoditas pangan global dan faktor cuaca, Pemerintah dan
pemda bersama dengan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Nasional
[TPIN) akan terus memonitor dan mempersiapkan langkah mitigast untuk
mengantisipasl darmpak rambatan dar gejolak perekonomian global serta cuaca
ekstrem, Koordinasi dan sinergi kebijakan torus diperkuat dilevel nasional dan daerah
guna menjaga stabilitas harga, Pemerintah juga akan meningkatkan upava untuk
menjaga ketersediaan pasokan dan hkelancaran distribusi melalni pemanfaatan
teknologi dan perbaikan konektivitas antarwilayah, Seluruh langkah- langkah
kebijakan tersebut perlu diharmonisasi melalul komunikasi kebljakan publik vang
efeltif dan sinergl untuk menjaga agar ekspektasi inflasi tetap terjaga.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Memijuk pada Laporan Perekonomian Daerah Provinsi Kepulauan Risu, Mei 2023,
Outlook terbaru dari International Monetary Fund (IMF) pada bulan April 2023
memproyeksikan pertumbuban ekonomi global pada tahun 2023 akan tumbub
sehesar 2,8% (voy), melambat dari pertumbuban ekonomi tahun 2022 yang
diestimasikan sebesar 3,4% (yoy). Prakirsan pertumbuhan tahun 2023 tersebut [ebih
optimis dibandingkan prakiraan pada Oltober 2022 yaitu sebesar 2,6% (yoy],

Tekanan inflasi global masih tnggl meskipun mulai berkurang Hal tersebut
disebabkan oleh berlanjutnya panpguan rantai pazokan dan ketatnya pasar tenaga
kerjfa terutama di AS dan Eropa, Inflasi yang masih tinggi tersebut mendorong
kebijakan moneter ketat berlanjut lebih lama di berbagai negara khususnya negara
maju. Kebijakan moneter tersebut selanfutnya berpenganth pada mata vang dolar AS
tetap kuat dan meninglkatlan risiko tekanan inflasi dari komoditas impor bagi
perekonomian domestik Berdasarkan rilis IMF, Infiasi global tahun 2023
diproyeksikan sebesar 7.0% (voy), sementara inflasi negarn ASEAN-5 (Indonesia,
Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia) diperkirakan sebesar 4,3% (yoy)

Laporan Perckonomian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mei 2023 tersebut dapat
dijabarkan sebagai berilot.

3.21. Pertumbuhan Ekonoml

Sejalan dengan perekonomian domestk vang diprakirakan  wmbub  tingg,
pertumbahan ekonomi Provinsl Kepri tahun 2023 diperkimkan masih huat
Pertumbuhan tersebut diperidrakan sebagai dampak dard pembangunan infrastrultur
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yang berjalan secara masif serta iklim investasi yong tetap kondusil berpotensi
menjadi piliban bagi investor di tengah tingginya ketidakpastian di negara maju
memperhatikan posisi geografis Provinsi Kepri yvang strategis. Inflasi Provinsi Kepri
yang diperkiralan alan kembali ke dalam sasaran 3,0¢1% lebih cepat dard perkiraan
juga menjadi faktor pendukung percepatan ekonomi Provinsi Keprl, Dengan
pertimbangan tersebut, Bank Indonesia memperkiakan perekenomian Provinsi Kepri
pada tahun 2023 di prokirakan tumbuh pada kisaran 4,87% - 5.67% [yoy).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh menguat dipengaruhi
oleh berbagai faktor baik dari sisi eksternal maupun internal. Dar sisl eksternat,
penghapusan kebijakan zero COVID-19 di Tiongkok, vang merupakan salah satu mitra
dagang utama Provinsi Kepri didulung oleh pencabutan aturan PPEM dan posisi
geografis Provinsi Kepri yang stratepis, diperkirakan menjadi falktor pendorong
perekonomian Provinsl Keprl.

Di sizi lain, ketegangan geopolitik vang masih berdangsung, kebijalan moneter ketat
khususnya di negara maju yang berlanjut lehih lama, dan risiko resesi di negama mitra
dagang. menjadi faktor yang berisiko menahan pertumbuhan ekonom| Provins! Kepr.
Selanjutnya di sisi internal/domestik, ketidakpastian global berpotensi berdampak
pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri sigi permintaan vakni kinerja konsamsi
rumah tangga dan kinerja elspor. Konsumsi rumah tangga berisiko tertahan akibat
peningkatan inflasi yang bersumber dari impor. Sementara permintaan ckspor dari
Provinsi Kepri berisiko tertaban apabila terjadi resesi di negara mitra dagang.

Dan sisi lopangan usaha, kinerja perckonomian pada tahun ini diperkirakan
bersumber dari lapangan usaha konstruksi dan industri pengolahan, Sefain itu,
pembukaan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition [MICE), pelaksanaan
sport events dan atraksi pariwisata yang kemball normal di wilayah Provinsi Kepr
akan mendorong sektor pariwisata untuk tumbuh lebih tinggl serta memberikan
dampalk positif pada sektor Linnya.

Tabel 1L 1
Risiko Pertumbuban Ekenomi Kepulavan Rian Tahun 2023

KOMPOMEN FAKTOR PENDORONG / PENAHAN ARAH

lelin investasi yvang semakin baik sejalan dengan pembangunan
Infrastruktur jalan yang masif.

|::I

Proveksi Perekonomian MF melakoukan revisi pertumbuban ekonomi global tabhun 2023 sebesar )
2.9% pada April 2023, meningkat dari periode Oktaber '
2022 yang tumbuh 2,6%
Pariwisata yang diperkirakan akan jauh lebih baik sefatan dengan it
pencabutan aburan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakar pada akhir Desember 2022,

Kehijokan moneter ketat Ristko perlambatan investasi akibat suln bunga yang tinggi. ﬂ

dalam negeri Peninghatan inflas yang bersumber dari impor dan risiko resesi di

dan di negara maju negara mitra dagang dapat mengurangl permintaan ekepor

Risiko Geopolitilk Riziko peopolitik konflik Rusia-Ukraina dapat berdampak terhadap il
harga pangan, energl dan rantai pasok dunia

Sumber: Bank Indonesia, 2023
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Gambar 111 1
Pertumbuhan Ekonomi Provins! KEepulauan Riau Tahun 2016 - 2023
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Sumber: Bank Indonesia, 2023

3.2.2. Imfasi

Mencermati perkembangan realisasi inflasi dan perkembangan terkini baik di global
maupun nasional, inflasi Provinsi Keprl tahun 2023 diperkirakan menurun atau lebih
rendah dar inflasi ahun 2022 dan berada didalam sasaran inflasi 3,0£1% (yoy)
Peningkatan  Inflasi pada tahun ini dipengaruhl oleh fenomena El Nino yang
mengganggy produksi komoditas pertanian, penyesualan subsidl BEM, gangguan
rantai suplai, nilai tukar dolar AS yang menguat sehingga mendorong kenaikan harga
komoditas secara global, dan peningkatan mobilitas masyarakat Selain itw,
perusahaan Fast Moving Consumer Goods melakukan penyesuzian harga harang
dagangan mempertimbangkan inflasi pada tahun sebelumnya juga mengadi fakior
pendorong tekanan inflasl.

Mamun demilian, kebijakan pengetatan moneter yang terukur dan sinergl TPID
melalui GNPIP, diprakirakan dapat meredam tekanan inflasi sehingga dapat mencapai
target sasaran inflasl. DI samping itu, moderasl tarlf snghutan sejalan dengan
penambahan jumlah armada/ rute penerbangan menahan tekanan Inflasi menjadi
lebih tinggi.

Telanan inflasi gabungan 2 Kota |HK di Provinsi Kepri pada tahun 2023 diprakirakan
lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan berada datam sasaran inflasi nasional
3,021% (yoy). Inflasi pada tahun 2023 diprakirakan bersumber dari kenallkan harga
(1] kelompok makanan, minuman dan tembakau; (2] transportasi, dan (3) penyediaan
makiman dan minuman. Tekanan Inflasi diperkirakan akan menurun sejalan dengan
normalisasi pasolan, harga kemoditas global, dan rantai pasok dunia. Risiko inflasi
yang perlu diperhatikan pada tahun 2023 adalah scbagai herilout:

1. Potensi terjadinya El Nino yang berdampak lemah di wilayah wtara eluator
termasulk Provinsi Kepri sehingga menyebabkan kekeringan ringan dan
berpotensi menekan produlktivitas pertanian. Selain it, Bl Nino juga diperkirakan
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berdampal kiat di wilayah selatan ekuator termasuk sebagian Sumatera dan
selurub Jawa sehingga berpotens! mengurangi pasokan bahan pangan ke Provinsi

Hepri.

2. Potens| kenaikan beberapa bahan pangan sebagai dampak geopolitik Rusia-

Ukraina yang masih berdangsung, seperti kenaikan harga komoditas global seposti
gandum dan pupul.

3. Potensi risiko kenaikan tarif anglutan udara seiring normalisasi mobilitas
masyarakat didorong relaksasi aturan kunjungan untuk wisatawan yang
mendorong kelompok penyedizan akomodasi dan makan minum serta kelompok
fransportasi,

4. Peningkatan upah minimum provinsi dan pemberian insentif sepert tunjangan
hari raya, funjangan gajl pegawal, dan gaji ke-13 akan kembali normal sehingga
dapat mendorong daya beli masyaralat secara keseluruhan dan akan mendorong
peningkatan permintaan,

5. Peningkatan cukai rokok pada tahun 2023 sebesar 10%.

Gambar I 2
Inflasi Provinsi Kepulavan Riag Tahun 2016 - 2023
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Sumber: Bank Indonesia Provingi Kepulauan Riau, 2023
Takwel [11. 2
Risiko Inflasi Provinsl Kepulauan Rian Tahun 2023
Komponen Faktor Pendorong / Pemxhan
Terjadinya anomali cuaca El Nino menyebabkan kekeringan mengurangi produksi pertanian
Peninghatan mobilitas masyarakat dengan akselerasi vaksinasi dan terkendalinya kasus
penyebaran COVID-19,
Upside Rizk
Kenaikan harga pupuk dan pestisida yang menyebabkan kenzikan hiaya produksi.
lsu penyebaran Penyakit Mulut dan Kulu (PMK] pada hewan ternak yang masih berlanjut
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Homponen

Faktor Pendorong [/ Penahan

Kenaikan cukal rokek yvang herlabou mulal 1 Januari 2023,

Risiko geopolitik vang dapat mendorong kenatkan harga minyak dunia vang berdampak pada
kenpikan harga BEM, aveur, dan baban bakar RT.

Eenatkan tarif listeik non subsidi mulai bulan April 2023,

Fulllinya aktivivas dunia usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta penyaluran
bantusn sosial kepada masyarakat ssbingrs

mindorong permintaan/daya bali.

Peningkatan ketidakpastian global mendorong kenalkan hargs emas perhlasan,

Revwinsinle
ﬁ'l ik

Perbaikan nfraserukbur yang memperiancar logistik bahan pangan.

Peladesamann implemen tast program Gerikan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)
vang lebilh masif mendorong ketersediaan bahan pangan

dan normalisas| harga pangan,

Penambahan jumiah armada, rute, dan freliiensi dari maskapai anglutan wdara

Berdasarkan hasil Lisison, rata-rata produsen sudah melaboukan price in kenaikan harga pada
awal tahun dan tidak akan meénaikkan harga jual

sampal akhir tahamn.

Sumber: Bank Indonesta Provinsi Kepulauan Riao, 2023

Tabel 1L 3
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekenomi Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2023
REALISAST* TARGET™*
N INDIKATOR SATUAN
018 | 2019 | 2020 2021 2022 2023
1 | Pertfumbahan Ekenomi % 4.47 463 | <380 143 5.0 4.9~ 58
2| Laju Inflasi % 347 | 03| 11B 126 583 11341
3 | Tinghat Penganppuran ) B4 50| 1033 491 B.23 .50
Terbula
4 | ndels Gind Indeks 0,339 | D3IEFT | 038 0.33% 0,325 0,329
3 | Perseptse pendudids miskin B 543 580 6,13 575 LA LE] 74
6_| Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 7484 | 7548 | 7559 | 7579 | 64| 7004
Sumber:
"BPS Kepri
**Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023
PERUBAHAN KEBIMAKAN UMUM APBD PROV. KEPULALIAN RIAL li-38

TAHUN ANGGARAN 2023




BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1, Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang
Diproyeksikan Untuk Tahun 2023

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran [EUA) Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun 2023, mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negerl dengan memperhatikan dasir hukum pemungutan,
potensi sumber-sumber penerimaan kepads daerah dan kondisi objebtif yang
mempengaruhi capaian penerimaan pendapatan daerah. Penvusunan KUA Perubahan
Pendapatan Daerah khususnya berkaitan dengan penyesuaian penetapan proyeksi
target pendapatan daersh dengan mempertimbanglan hasil evaluasi realisasi
penerimaan pendapatan daersh sampai dengan bulan Juni 2023 dan adanya
penyesualan terhadap proyvelksi Pendapatan Asli Daersh dan Pendapatan Dana
Transfer Umum dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023, disampaikan beberapa pertimbangan
perubahan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berdkut:

1) Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuban
ekonomi Indonesia triwulan | 2023 tercatat sebesar 5.03% (vov), sediki
meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar
5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada
batas ataz kisaran 4,5-5,3%, diderong oleh perbaikan permintaan domestile dan
kinerja ekspor, Nilai elspor tumbuh tinggl sebesar 11.68% [voy), ditopang oleh
permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga
membaik dengan tumbuh sebesar £,54% (yoy), selring dengan naiknya mobilitas
dan peningkatan daya bell serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh
positif sebesar 3,99% (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja

pegawal, [sumber FREML website Bank Indenesia
hitps:/ Swowow blgo.dd Ad S oublikasiruang - media/nevs -
relegse/Pages/sp 2511423 azpy)

Z) Adanya perubahan proyeksi target Pendapatan Asli Daerah khususnya yang
berasal  dari  peningkatan  proyeksi  target Pajak  Daerah  dengan
mempertimbangkan adanya peninglatan daya beli masyarakat hal Ini dapat
dilihat dari realisasi penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang
sudah mendekat] 0% dari target pendapatan vang ditargetkan dalam KUa Tahun
Anggaran 2023, dan hal inl akan juga berdampak pads penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

3} Adanys ketentuan beberapa Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
rencana alokas, tata cara penyaluran [Tunda salur/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PME) Nomor Z18/MPEO7/2022
Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember
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2022, dimana penyaluran Dana Bagi Hasil bapgi Provinsi Kepulauon Riau yang
semula di targetkan dalam KUA tahun 2023 di salurkan pada tahun akhir tahun
2022 sebesar Rp52.302.594,147,- dan Peraturan Menteri Keuangan (PMI) Momaor
19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atan Dana Alokasi Umum Yang
Disalurkan Secara Nontunai Melalul Fasilitas Treasury Deposit Facility, terdapat
penyaluran bagi Provinsi Kepulavan Riau sebsar Rp42.819. 744,452, - vang nominal
kurang DBH kurang bayar Provinsi Kepulauan Risu terhadap target pendapatan
DBH pada KUA mhun 2023,

4) Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pendapatan Daerah
sampai dengan bulan Juni 2023, menunjukkan bahwa realisasi penerimasan sudah
mencapal Rpol.763.035.993.916,- (43,86%) dari target yang ditetaphkan dalam
KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.019.425.727.483,-,

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah

Memeermati beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka
perubahan estimasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepri dalam Tahun Anggaran 2023
mengalami peningkatan target sebesar Rpl00.573.992.294 (naik 2,50%) dar
penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada KA Tahun Anggaran 2023
sebesar Rpd.019.425.727.463,- nalk menjadli Rp4.119.999.719.757. Perubahan
estimasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdin atas: (1) Pendapatan Asli Daerah
(PAD) mengalami peningkatan larget sebesar 10,11%; (2) Pendapatan Dana Transfer
Umum mengalami penurunan target sebesar minus 2,16% (3) Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah mengalami penurunan target sebesar minus 3,43%

Penjelasan masing-masing perubahan estimasi penerimaan Pendapatan Dasrah pada
KUA Perubahian AFBD Provinsi Kepulsuan Riau Tahun 2023 sebagai berikut:

4.2.1, Pendapatan Asll Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator kemampuan daerah
dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan capaian realisasi penerimaan PAD
sampal Balan Junl Tahun 2023 dimana PAD khususnya Pajak Daerah dengan realisasi
pencrimaan  sebesar 55,65%. Kondisi tersebut antara lain disebabkan adanya
kebijakan pemerintah daersh melalul Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dalam
memberikan insentif {pembebasan] Bea Balik nama Kendarsan Bermotor dengan
tujuan untuk memperoleh data wajlb pajak yang valid dan mengupayakan
peninglatan lepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Estimasi penerimaan PAD pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar
Bpl.518.211.727.009.-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami
kenaikan mrget sebesar Rp153.531.092.655 atau (nalk 10,11%) menjadi sebesar
Rpl671.742.819.664. Penyesuaian cstimasi target penerimaan Pendapatan Asli
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Daerzh berasal darl targer Pajak Daerah  mengalami  kenaikan sebesar
Rpl160.555.361.474.- atau nalk 11,91%. Sedangkan Retribusi Daerah tidak mengalami
perubahan yakni sebesar sebesar Rp16.658,831.254, sedanghkan estimasi penerimaan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahlan juga tidak mengalami perubahan
yakni sebesar Rp18.300.000.000, sedangkan dan penerimaan Lain-lain PAD yvang Sah
mengalami penuranan sebesar Rp7.024.268.819 [(minus 5,20%:).

Penjelasan perubahan estimas! target masing-masing komponen PAD sebagai barilut:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah memberikan kontribusi lebih darl 88,8% darl total penerimaan
Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan dalam KUA Tahun 2023, Pajak Daerah
ditentukan oleh potensi jJumlah kendaraan bermotor serta konsumsi Bahan bakar
Minyak [BEM) kendarasn yang berada di wilayah Provinsi Kepulavan Riau. Kondisi
peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menaildan penerimaan Pajak
Daerah khususnya darl meningkatnya daya beli kendaraan baru dan juga menighatnya
tingkat kepatuhan masyaralmt dalam membayar pajak kendarsan bermotor, Faktor
lzin yang menjadi penyebab meningkatriya Pajak Daerah adalah adanya kebijakan
pemerintah  pengalihan  penggunaan BEM premium kepada Pertalite yang
mendonghkral penerimaan dari objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,

Berdazarkan data perbandingan realisasi penerimaan Pajak Daerah periode Januari
sfd Juni Tahun 2023 dapat dizimpullkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah
mengalami peningkatan. Data perbandingan realisasl penerimaan Fajak Daerah

sebagai berikuk :
Tabel IV, 1
Realisasi Pajak Daerah Periode Bulan Januari - Juni antars Tahun 2022 - 2023 {yoy)
Realisasi s/d Realisasi s/d Meningkat/Menurun

fonis PRIRIDRETAR | yuni2022 (Rp) | puni 2023 (Rp) (p) %
Pajak Kendaraan 204,603 938,810 | 233431923701 WETIBANTI | 141%
Bermotor
Bez Balik Nama 147134517800 200 527, 00K 59.835.009.200 40,7
Hendaraan Bermolor
Pajale Bahan Bakar 234.213.775.7448 24920876943 T0.707.101.195 6%
Kendaraan Bermotor p oy
Pajak Air Permiukaan 475981770 4568.739.311 _-7.211.45'? =2, 5%
Pajak Rokok 50.634.317.30% ﬁﬂl}.?ﬁﬁ.ﬂll 4.BB6.440.708 H,2%
Total Keseluruhan 646062531431 | 750.311.833.0446 125.889.081.045 16,1%

Sumber: Badan Pendapatan Dasrah Provinsi Kepulauan Riauw, [uli 2023

Berdasarkan data perbandingan year on year tersebut di atas, realisasi Pajak Dacrah
s/d Juni Tahun 2023 lebih tnggl bertambah 16,1% jika dibandingkan tahun 2022,
Selzin itw, Pencapalan realisasi penerimaan Pajak Daerah s/d Juni 2023 sebesar
Rp?50.311.833.046,- atau 55,65% dari target yang telah ditetapkan pada KUA 2023,
Dalam mengupayakan peninghatan penerimaan dart sector Pajak Dasrah khususnya
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Fajak Kendaraan Bermotor [PEE) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermaotor (BEN-KR],
Pemerintah  Provinsi Kepulawan Riau melakukan terobosan  kebijakan berupa
pemberian Inzentif (penghapusan) pembayaran BEN-KEB ke-2. Selain jtu juga akan
menambah channeling pembayaran PEB sehingea memudahkan masyarakat dalam
membayar PEE.

Aras dasar penjelasan data tersehut maka estimasi target pajak daerah pada KLA
Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Rian Tahun Anggaran 2023 mengalami
peningkatan target sebesar Rpl160.555.361.474,- atau naik [11,91%) dari target
sehelumnya Rpl348.177.895.755,- menjadi sebesar Rpt.508.733.257.229,~

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebagaimana diketahui adalah merupalan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan pembayaran atas objek pelayanan
jasa, baik bersifat jasa umum, jasa vsaha dan perizinan tertentu yang khusus
disediakan dan atay diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulavan Riao untuk
kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa kendala dalam optimalisasi
pemungutan retribusi daerah kurang intensifiya melakukan pemungutan, kurangnya
sarana prazarana dan S0M pada masing-masing OPD penghasil.

Estimasi target Retribusi Daerah pada KA Perubahan APBD Provingi Kepulsuan Rian
Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya sebesar
Rpl6.658.831.254,-  Adapun penjelasan masing-masing objek Retribusi Daerah
dirinci sebagai berikut;

1) Retribusi Jasa usaha

Dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, estimasi retribusi jasa usaha dari
target sebelumnya sebesar Rph.B10.831.254.- mengalami penvrunan sebesar
Rp450.000.000 (turun 661%) menjadi target Rp6.360.831.254, Penurunan estimasi
target Retribusi Daerah yang berasal darl;

(a) Retribusi  Jasa Kepelabuhan wvang sebelumnya  ditargetkan  sebesar
Rp3.000.000.000 mengalami penurunan  sebesar Rp798.208.000 menjadi
Rp2.201.792.000;

(b] Retribusi Pemakajan Ruang dan ATM yang sebelumnya ditargethan sebesar
Rp2Z00.000,000,-. mengalami penurunan sebesar Rpl137.000.000 menjadi
Rp&a.000.000,-

(c) Retribugi Jasa Kepelabuhan yang sebelumnya ditargetkan  sebesar
Rp3.000.000.000,- mengalami penurunan sebesar Bp2.000.000.000 menjadi
Rp.000.000.000,- .

sementara terdapat objek retribusi pada jenis Retribusi fasa Usaha vang mengalami
kenaikan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Menara Telekom yang
sebelumnya ditargetkan sebesar Rp225.444.000- mengalaml kenalkan sebesar
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Rpa50.888.000,- menjadi Bp&TE332.000,-, hal inl disebabkan pembayaran untuk
tahun 2023 hingga 2025 yang dibayarkan secara sekaligus ditahun berjalan 2023
sesuai dengan parjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi
Kepulavan Riau dengan PT. Telkom.

Kemudian untuk Retribesi Pemanfazran Ruang Laur vang sebalumnva ditargetkan
sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp34.320.000 meniadi Rp34.320.000;

Realisasl penerimaan Retribusi fasa Usaha pada periode Januarl 5/d [uni 2023 adalah
sebesar Rpl B874.269.146,- atan mencapal 27.52% darl target yang ditetapkan dalam
KUA Tahun Anggaran 2023,

2) Retribusi Perizinan Tertentu

Balam KUA Perubahan Tahun Anpgaran 2023, estimasi retribusi perijinan tertenta
dari target sebelumnya Rp9.B48.000.000,- mengalami kenaikan target sebesar
Rp-4530.000.000,-. {4,57%) atau naik menjadi sehesar Rp10.298.000.000,- Kenailan
Estimasi target Retribusi Daerah perljinan tertento berasal dari Retribusi lzin Usaha
Perikanan dengan target sebelumnya Rpl.050.000.000,-. Terdapat kenailan sebesar
Rpa450.000.000,- sehingga menjadi sehesar Rp1.500.000.0040,-

Realisasi penerimzan retribusi perifinan tertentu pada periode |anuari s/d junt 2023
sebesar Rpd.57T2.584.000,- atau 26.12% dari target yang ditetapkan dalam KUA Tahun
Angearan 2023,

¢) Hasil Fengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dalam KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, estimasi pen¢rimaan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan tidak berubah dar target sebelumnya
sebesar Bp 18.300.000.000,

i1} Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah yang sah

Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023, estimasi penerimaan Lain-lain PAD
yang Sah dari target sebelumnya sebesar Rp135.075.000.000,- mengalami penurunan
target sebesar Rp7.024.268.819 (wrun 520%) menjadi target Rp128.050.73 L181.

Penyesuaian estimasi target terdiri atas estimasi target penerimaan Jasa Giro Kas
Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp,15.000.000,000,- dan mengalami
penurunan  target pada KUA Perohahan Tahun Anpgaran Z0Z3 sehesar
Ep5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp l0000.000.000 atan minus 33.33%, untuk
Penerimaan Denda PKB dan BBN-KB estimasi target penerimaan pada KUA Tahun
Anggaren 2023 sebesar Rp20.075.000.000,- mengalami penurunan target sebesar
Rp2.024.268819 menjadi Rp18.050.731.181 [minus 10,08%). Penerimaan atas
Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD) tidak mengalami perubahan.
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Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada periode Januan s/d Juni 2023
sebesar RpS6.894.167.382,- stau 42,129% dan warget yang ditetaplan dalam KUA
Tahun Anggaran 2023,

4.2 Pendapatan Transfer

Pada penyusunan KUIA Perubahan Tahun Anggaran 2023 khususnya dalam estimasi
target Pendapatan Dana Transfer Umum, Pemerintabh Provinsi Kepulavan Riau
senantiasa mencermati  kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
khusuznya yang berkaitan dengan keuangan negara,

Penyusunan estimasi target Pendapatan Transfer Provinsi Kepulavan Riau pada KUA
Perubahan APBD Tahon 2023 mengacu/berpedoman pada estimasl target yang
ditetaplan pemerintah, hingga saat ini setidalnya pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Transfer Pusat ke
Dzerah dan Dana Desa, antara [ain :

1] Peraturan Menteri Keuangan vang mengatur tentang rencana alokasi, tata cara
penyaluran (Tunda Szlur/Kurang Bayar/Lebih Bayar) amtara lain Peraturan
Menteri Keuangan [FMEK] Nomor 218/MPK.07 /2022 Perubahan Rincian Dana Bagl
Hasil Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember 2022, dimana penyaluran Dana
Bagi Hasil bagi Provinsi Kepulavan Riau vang semula di targetkan dalam KUA
tahun 2023 di salurkan pada mhun akhir tahun 2022 sebesar Rp52.302.594.147.-

2] Peraturan Menteri Kewangan (PMEK) Momor 19 Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi
Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunal Melalul
Fasilitas Treasury Deposit Facility, terdapat penyaluran bagi Provinsi Kepulauan
Riau sebsar Rp42.819,744,452 - yang nominal kurang DBH kurang bayar Provinsi
Kepulauan Riau terhadap target pendapatan DBH pada KUA tahun 2023,

Aras dasar kebijakan pemerintah pusat yvang telah dikemulzlan di atas, maka
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telash memperhitunglan penyesoaian-
penyvesuaian terhadap estimas: target Pendapatan Transfer pada KUA Perobahan
Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan penurunan Dana Bagi Hasil akibat

penyaluran regular yang hanya Triwulan |1l dan Kurang Bayar (KB) Dana Bagl Hasil
berdasarian hasil rekonsiliasi

Estimasi target Pendapatan Transfer pada KUA Perubahan Provinsi Kepulavan Riaw
Tahun Anggaran 2023 mengalaml penurinan target dari target sebelumnya sebesar
RpZ 490880 807 954 . menjadi scbesar Rp2. 446,978 180,092 -, atay turun sebesar
Rp52.911.717.862,- (minus 2,1%).

Penyesuaian penurunan estimasi target Pendapatan Trinsfer berasal dar semua
komponen penerimaan antara lain target Dana Bagi Hasil (DBH Pajak dan Bukan
Pajak) yang sebelumnya di targetkan secheéssr Rp771.308.8561.954- mengalami
penurunan sebesar RpSL302.873.988,- atau torun -6, 78% menjadl  sebesar
Rp719.006.267.807, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubaban
target pendapatan yalmi sebesar Rpl.131.182.073.000,- zedangkan Dana Alokasi
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Ehusus viEng sebelumnya di targetkan sebesar RpS97.398.963.000,- mengatami
penurunan  sebesar Rp609.123.715,- amu trun -0,102% menjadl  sebesar
Rp596.7849.839.285.

Adapun realisasi Pendapatan Transfer sampal dengan bulan Junl 2023 mencapai
Rp951.383. 140,792~ atau 38.06% dari target yang ditetapkin dalam KUA Tahun
Anggaran Z023. Penyvesualan kenalkan target ini berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan [PMK)} Nomor 2Z1B/MPK.07/2022 Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2022 tanggal 30 desember 2022 dan Peraturan Menteri Kesangan
[FMK] Momor 1% Tahun 2023 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atan Dana Alolasi
Umum Yang Disalurkan Secara Montunal Melalul Fasilitas Treasury Deposit Facility.
Alokasl jumiah besaran Kurang Bayar DBH Tahun 2022 belum dapat dipastikan karena
hingza KUIA Perubahan ini dibeat Peraturan Menteri Kevangan yvang mengatur tentang
alojasi Kurang Bayar dimaksud belum terbit, sehingga ketika Peraturan dimaksud
yang meéngatur besaran Kurang bayar DBH 2022 terbit akan dilakokan penyesuatan
terhadap target DBH dalam KUA Perubahan Tahun 2023.

Penjelasan lebih lanjut darl penyesuaian-penyesuaian estimasi target Pendapatan
Dana Transfer Umum Pada KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai
berikut;

a) Bagi Hasil Pajak

Penerimann Bagi Hasll Pajak terdiri dari Pzjak Buomi dan Bangunan (PBB). Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21 dan PPh pasal 25/2% (Orang Pribadi Dalam Negeri/OPDN)
dan Cukai Hasil Tembakau. Estimasi target Hagi Hasil Pajal pada KUA Tahun Anggaran
2023 ditetapkan sebesar Rp247.307.003.644,-, Dalam EBUA Perubahan Tahun
Anggaran 2023 mengalami penurunan target sebesar Rpd6.296.720.823,- atau minus
18.72% menjadi sehesar Rp201.010.282. 821, -. Realisas] Dana Bagl Hasil Pajak sampal
dengan Juni 2023 sebesar Rp7B.633.693.321- atauw 31.80% dar target yang
ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023,

b} Bag Hasil Bukan Pajak

Fenerimaan Bagi Hasll Bukan Pajak Pajak terdin dari Provisi Sumberdava hutan,
Landrent, luran Eksploitasi [royalty), Minyalk Bumi dan Gas Bumi Provinsi Kepulauan
Riau merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indenesia sehingga penerimaan
sektor Inl juga sangat mempengaruhi besaran angka target penerimaan tiap Rhunnya.
Estimasi target Bagi Hasll Bulan Pajak [Sumberdaya Alam) pada KUA Tahun Anggaran
2023 ditetapkan sebesar Ap524.001.858.910,~ Dalam KUA Perubahan Tahun
Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.006,153.165,- atau minus 1,15%
menjadi sebesar Rp517.995,984,986,-, Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak {SDA)
sampai dengan Juni 2023 sebesar RpBR.B46.505.250,- atau 16,96% dari target yang
ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023,
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c}] Dana Alokasi Umum [DALT)

Estimasi target Dana Alokasi Umum pada EUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
sebesar Rpl.131.182.073.000,-. Dalam KUJA Perubahan Tahun Anggaran 2023 tidak
mengalami perubahan target. Realisasi Dana Alokasi Dmum sampai dengan Juni 2023
sebesar Rph92. 228,272,000~ atau 52.35% dari tarpet vang ditetapkan dalam EUA
Tahun Anggaran 2023,

d) Dana Alokasi Khusus [DAK)

Estimasi target Dana Alokasi Khusus pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
sehesar Rp597.398.963.000,-. Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023
mengalami penurunan sebesar Rp609.123.715,- atau minus 0,102% menjadi sebesar
Rp596.789.839.285. Dana Alokasi Khusus terdir atas DAK Fisik (reguler), DAK Fisik
Penugazan, DAK Fisik Affirmasl dan DAK Mon Fisik termasult Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Realisasi Dana Alokasi Khusus sampal dengan [uni 2023
sebesar Rpl191.674.670.221.- atau 32,08% dari target vang ditetapkan dalam KUA
Tahun Anggaran 2023,

4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daecah yang Sah

Pererimaan fain-lain Pendapatan Daerah vang Sah berasal dari Hibah operasional
samsat dari FT. |asa Raharjia {Persero). Estimasi target penerimaan lain-Lain
Pendapatan Daerah yang sah pada KUA Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar
Rp1.324.102.500,-, Dalam KUA Perubahan Tahun Anggaran 2023 mengalami
penurunan target sebesar Rp45.382.500,- atau minus 343% menjadi sebesar
RplZT8.720000,-. Penurunan Ini dikarenakan penurunan besaran Dana Hibah PT.
fasa Raharja atas operasionalisasi Pelayanan Samsat sesual dengan alokasi yang
ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor ; P/13/5P/2023 antara
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulanan Riau dan PT, Jasa Raharja [Persern)
cabang Kepulaian Kiau,
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Tabel 1V, 1

Estimasi Perubahan Target Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROV. KEPLILAUAN RIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN ANGGARAN 2023 R-APBD PERUBAHAN 2023
JENIS PENERIMAAN
] [ 3 4212 ] Ba5-2 rag/z
PENDAPATAN #.019.425.727.463 | 2.044.007.877.06% | 50,B6% | 4.119.999,719.757 | 100,573 992, 199 2, 50%
A PENDAPATAN PAJAR DAERAR L343 177. 895755 | 901669 734621 | &6, 08% | 1.508.733.257.2d9 | 160.555.361.474 11,91%
1 Fajek Kendaraan Bermator [FKH] 453.193. 71000 LTFILIZEG54, 160 #1,39% 41.2TI57.040 13.079.862.020 3.549%
2 Bed Balik Mama Pajsk Eendaraan Bermotor {BEN-EI) FOLOO0.000,004 P42 665834500 | H0.59% 9870240500 B9.870,249.500 29,50
1 Pajak Hahan Bakar Rendaraan Bermotor [ PBE-KH) A200000) 0000 ITLRATO6EALE | SA64% 472605240034 52 605249534 1253%
4 Pajak Alr Permukaan [PAP) LOS3S0R000 EEDPILGET | 52234 LOGE.5MKH00 - 0,00
5 Pajuk Rokek 173930605755 1L353,953,651 57.70% 173930605755 {0,414
B HASI RETRIPUSI DAERAN 16.658.831.254 5.OZ6,296,704 | 30,10% 1h650LB3 1254 d 0,00%
1 Retribagsi Jasa Usaha 6.810.031.254 249121704 | 33,02% 6. 360.83 1L.254 {450.000.0:d0) 6,610
A Hﬂrlh:rrsj Pemakdian Kekayasn Dasrab Lsboratorim - 388307264 130.376.790 3% A% A5 254 | 0,00%
b Eﬁgﬁﬂj Pempkalin Kekayaan Dasrah - Azrama Haji LE00.000000 S1LG20400 | 4077 LELDA.0a0 0,00%
C Retribozi Pemokaion Kesayvaan Dasmb - Lahneatoriam
DitP & BB i 204000000 56290500 | 2815% 2041008000 . 0, (M
d Retribusi Jasa Hepelabuhan (DEP Antang) THLO00LO00 419780412 | 55979 75000000 : 0,00%:
e Retribusi Pemidealan Kefsnysan Daerah Labomoorium - MU EEL 000 F47.005.100 | 44.91% S50, 0000 ot 0, 005
I Retribusi Josa Kepelabuhan [Tishub) 1000000000 TAO.7I7002 | 24009 2,200, 792000 (7OR208.000] | -26,61%
B Retribusi Penanfastsn Ruang Laut (DKP] 24,320,000 34.320.000 34.320.000
b Retrihust Pemalcilan Hoang dan ATM (Bapenda) 200.000000 - | oo £3. 000000 (1370000000 | -68,50%
i Retnbasi Pemaloian Kelgayaan Daorah Sewa Menam .
Talelom - Kowinla L5 44:4000 - 0,60 G6ra. 332000 AGOGARA0D | 200,000
2 Hetribusi Perizinan Tertenta O848, 000,000 2.779.177.000 | 20,2Z% 1L298.000.000 450,000,000 4,57%
a  Pemberian Perpanjangan lEin Mempekerjalan Tensgs
IV-47



TAHUN ANGGARAN 2023 R-APBD PERUBAHAN 2023
JENIS PENERIMAAN REALISAS s.d JULI R-APOD BERTAMBAH/
APED MURNI 2023 % FERUBAHAN BERKURANG %
; ] 3 4=1,7 5 B=b-2 Fon
b Retribus Tzin Usaha Perileman [DEF} FTSP ferikanan 100540, 0041, 00 L23A215.000 | 11793% LAE0000L000 Asoa0nOnd | 42,86%
¢ Retribos lzin Bidang Perhobangan ToE000,000 JEI0MO00 | 3ITIEW TARLODR 000 {1,007
C  HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIFISAHKAN 18300000000 A0 200,621 | 13.36% LR 300, Dk 000 . 0. 0{1%g
g SR RS SEES AL AL A Technaian 18.300,000.000 2 449.288.621 | 13,38% |  16.300.000.000 .| o.00%
2 E_,_ﬁ“ Lo s Bargrerimn: Mo del pin Y, Banyc Sing 3.300.000.000 2440280620 | Tz 1300.0040,000 - 0,60
b HBaglan Laba atas Penyeraan Modal pada PT, BUP 1 5.0 G000 2 OLOTR 1500000000 - 0,00me
0 LA - LAIN FENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TA5,075, 000,000 T7.931.035.376 | 57.69% 128.050.731.181 | (F.024.2608.819) -5,20%
1 Penerimpan Jass Glro 15, (v, (kD0 DD 150340025 | 21.01% LGL OO0 | (S5o000,.000.000) «33.33%
g |asa Giro Kas Dasroh 1 50000 0,000 L151L348.035 | 21.01% 10A00000.600 (5.600000000) | -333I%
2 Peserimaan Dendn Pajak - 20.075,000.000 11.799.341.415 | 58,78% LLOS0.731.181 | (2.024.266.819) | -10.08%
# FI *’H:'t"m_"' Cesan Pajak Do Bollk M Kendirmem GOL000L00D ZOAEO0 | D35% S0.090 (59.500000) | -9917%
b Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 20.0G0L000H00 1L7A6456.120 | sSH93% 17AIR1IL1AL (2. 189R6RB19) -E0%5%
;":‘;“D'f';““ Decde Paal Boban Batar Keadsrae 10.000.000 12467.596 | 12466% 239,800,000 229800000 | 2208.00%
i Pendspatan Benda Pajak Alr Permukaan & AB0L00 Jnaaan §.180% TOA0 (4. T00.000) 54, 056
3 Pendapatan jasa Layanan Rumah Sakit (BLUD} M0, D, E100 0, 613 62,980.345.926 | G2,98% | 100.000.008.000 E {1, (4
a  RSUD Proving Tgllban] RSUD Englu Haji Daud 20000 B728,F1076H 43, 0% 200000000 - 0,0 %
b RSUD Provinsi Tg.Pinang] RSUP Raja Ahmad Tabib ALOOMO00.000 54256635150 | BT.EI% B OO0 L0000 e 0,008
A DANA BAGI HASIL (NEH] T71.308.861.954 167.480.198.571 | 29,71% | TI006.267.607 | (SL.30L873,968)] -, THY
1  Bagi Hasil Pajak Z4T.I07.003 644 65.667.355.686 | 25,55% | L0L.000.28Z821 | (46.296.720.827) | 10,710
@ Bagl Hasll darl Pagak Bumi dan Bangunan 4997 460637 R260. 144309 | 33045 23034250001 [L963.204.634] <7 A5
b Bagl Hasil darl Pagak Penghaslian Orang Pribadi 2123717 IR007 ST.IESG91603 | 25.R2% 1770176840503 | [44452059.324) | -20.00%
¢ Bagi Hasil Celaf Hasd) Tembikaw 2782500 216194684 | 5716% 158170137 120352137 | 318
2 Bagl Hasil Sumber Daya Alam S24.001.858310 100812842 886 | 19.43% SL7. 995984986 | (6,006,153, 165) -1, 15%
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TAHUN ANGGARAN 2023

TAHUN ANGGARAN 2023 R-APED PERUBAHAN 2023
JENIS PENERIMAAN ApEDMuRN1 | FEALSASIsdjuu [ R-APED HERTAMBAH/ i
2023 PERUBAHAN HERKURANG
i z F] 4=1,2 5 A=5-2 T=t42

a  Bagi Hasil dori Provisi Sumber Daya Hutan hiGL1321 225 125,054 4,566 SHE 720091 [ 134,195.073) -0 255
b Hagl Hasil dorl Pertambangat Umim 11605426273 1.305.003, 705 26,23% 10906567 064 [ LE9B850.204] -13.48%
c  Bagl Hasil dari Pertambangan Minyal Bumi dan Gas Bumi S10733M007 14 SEATIOIALLIT | 19.24% SOES60GT 1831 (4. 17 305908.863) -0A2%
- Mimyalk Bumi 15% + (.5 % 1716147547500 153224R1871 | BO.20% | 46OG002TAST.ON POTORSNR 1062 | 173.64%
- Gag Alam 30% = 05 +93,572,314.839,00 HL955438. 046 16,815 | 450600.6635974,00 (33471.650.865] -b, 8%
B DANA ALDEAS] UMUM [DAL) L13L182.073.000 | GES.STO.740.000 | 6061% | 1.131182.073.000 - 0,00
1  Dana Akt Hmom 1131162, 073000 GASSTRTALO00 | &0,61% | L131102073.000 - 0, 00%:
C  DANA ALDEASI KHUSUS [DAK) 507.290,963.000 | Z03.319.221.971 | 3400% | 596.789.639.285 {609,123.715) 0,10
1  DAKFisik 313.990,759.000 69626777009 | E21T% | 313.990.759.000 - 0, 0,
i AK Reguler 257,261 DAL DM HLAZS TOSA1Y | 17,355 257,261, B81.000 - 0%
b [AK Fisik Penagasan 56 T2ERTRODD PEONLOTLIS | o4, 0704 GE TIRETAO00 s 1410
Z  DAK Nan Fisik 203,408, 204000 | 133.692.444.902 | 47,17% | ZBZ.799.080.2B5 [609,123.715) OZ1%;
# DNam Bantuan Cperasional Frnkﬂiﬂ- (BOE] 168461670004 BLAFLEIO930 | 43,765 1Bf.461 670,000 - 000
b Dina Tungangan Profest G PHSD B2.991.441.000 45645202000 | 55,000 B2.539.073.106 (52.367.894) -D0EN
¢ Dana Tambahan Penghasilan Guru 2.3 16.000.04K LITAEN0000 | 55.00% 2. 270,250,000 {45,754, 0410) =196
d  Dana Peaingkatsn Kapasitas Koperast dan URM 2.253,003.000 QIEISE145 | 42.09% 2.074.759.645 (178,243,355 791
i g:uu ll;ml:IuE‘ Dpermional Keschatan & Eaniuon 5 709 HA0.000 2623280615 45,9480 & 47RAZ 331 [231.857.669) O
{  Dana Pelayaran Perlindungan Ferempuan dan Anak R9EA00, 040 MA525111 | 4156% 547 525.111 (504 T4.559) -B A4
g Dura Fasifitasi Penanaman Modal LO7R200.000 HEETOO92 | 45.32% LOET. 700092 | Sl 240, 0T LA

O DANA INSENTIF DAERAH - - = -

| 8 WA TR PENGAVATANTARBRAUVANGSAN | | d@edawasnn | | 63560000 | a2 | iazeszownd || (esaszson | | s
A, HIBAH PT. JASA RAMARJA [DPERASIOMAL SAMSAT) 1324, 103500 619,360,000 | &0,208, 1.Z7R.720.000 [45.TH2500) -3,43%,
a  Hibah P'T.josa Baharja [Operasional SAMSAT) 1,334,102, 54010 639 360,000 48.29%0 12787200000 (45382.500) -3,43%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri, 2023
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara umum
difokuskan untuk:

1] Penyesualan terhadap dana bagi hasil cukai hasil tembakaw tahun anggaran 2023
sebagalmana amanat atas Peraturan Menterd Kevangan Nomor 3 /PMED7/2023
tentang Rincian Dana Bagi Hasil Culal Hasil Tembakay Menurot Daerah
Provinsi/Kabupaten/¥ota Tahun Anggaran 2023 [Berita MNegara Reputhlik
Indonesia Tahun 2023 Nomor T8);

2] Penyesuaian terhadap bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana
amanat darl Peraturan Menteri Kevangan Nomor 212 J/PMK.07/2022 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Eetentuan Umum Bagian Dana Alokasi
Umum Yang Ditentukan Pengpungannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomaor 1335);

3) Pendanaan kebutuhan Keglatan Pemilihan Gubermur, Bupati, dan Wali Kota yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 40%
sebagaimana amanat dari:

a, Peraturan Menteri Nomor 41 Tabhun 2020 tentang Perubahan Aras Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomaor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

bh. Surat Edaran MNomor 900.1.9.1/435/5] tentang Pendanaan Kegiatan
Pemlilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali
Kota Dan Wakil Wali Eota Tahun 2024.

4] Penyesuakan Gall Pegawal dan Tenaga Jasa Non ASN sebagalmana hasil
perhitungan dan rekonsilinsi gaji vang telah dilakukan pada seluruh SKPD di
Lingkungan Pemarintah Provinsi Kepulauan Riau.

5) Penyesualan pelaksanaan kegiatan mendesak yang telah dianggarkan melalui
mekanisme mendahulul perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
telah ditetaplan dengan Peraturan Gubernur,

Dalam periode Januvarf hingga Juni 2023, terdapat beberopa kondisl yang
menyebabkan Pemerintzh Provinsi Kepulavan Riau perlu melabukan penyesuaian
terhadap belanja daerah. Dalam pericde tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
telah melakukan 4 (empat) kali pergeseran APBD dalam rangka pemenuhan
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kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, pergeseran yang mendahulul
perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut sebagaimana tabel di bawah inl:

Tahel ¥, 1
Pergeseéran Mendahului Perubahan APBD TA. 2023
Kide Uratan Ml Pariads | Periadi 11 Parkads 1 Pericada v
5 BELANIA
- W i LIM0A1IG6812 | LOU0SH136A812 | 207227401537 | 2907.027408537 | 2908239403537
5101 | Belanjo Pegawal | LITRS49.590862 | (1759408006862 | LI75.940.000862 | 1175949890067 | 1175045890662
R0 ::rfnl;hml LABS.SA0A4RTM | LAGSGG0MBIM | LAGZI26480919 | 1462326484979 | 1463338484918
5103 | Belanja Bunga 19.141.911.555 13141011565 13.141.011.555 13.141.911 555 13.141 011,555
5.1.04 | BelanjaSubshi 1.0U0D0E D00 1000000000 1004, 000,004 1.0040.000.000 L000.500.000
5.1.05 | Belanja Hibah 54010544201 | 254010544201 F5A010.544,201 IS40105A420] | 258010544201
5.1.06 El"ﬁ"‘ Rantuan 79R5TZ.000 TORSTIO00 HIESTE000 798.572.000 TUHETLOD0
BELAN]A
52 | ennar SB1565471.186 | SELSASATLIEG | SEABYDAIAAG] | 584899434461 |  SH9.5008T4461
520 .’I’.:L":r'l'“ ) | S50.00.000 § 550,000,000 550,000,000 1.560,000,000 1.550.000,000
Eolam)i Modal
5202 | Peralatan dan 180364002004 | 188364002004 191065538008 | 1ULOBSSIA00G | 191065534004
Meski
Belanja Modal
5203 | Cadiing dan 219075961371 | 219075963371 1970919465648 | 210700100646 | 210700194646
Hampguanan
Belanja Modal
5008 | |alan, |aringat, I TATLP 08421 170672908421 ITOATIENE.421 17067908421 175, 371300421
dan Irigasi
Belanju Modal
5205 | Acet Tetap S04.542.980 500,542,380 508.542.380 ROf 542,390 508.542.380
Lainmya
fielamja Modal a i
5206 | yr e 1,393.255.010 1393255010 1.393,255.010 L393.255.080 1393355010
BELANIA
53 | TIDAK 000,000 RAROOOO000 H.BH0.000.000 RERLNE.O00 1. 167.600,000
TERDUGA
5,401 T.E:E‘;u";a“""' 10.000.0040.000 H,A2 0,000,000 & 480,000,000 AR, D00 2,167.600,000
54 mmlmsir':n 10636343000 | 650.636340.030 | 650636341030 | 050635343030 | sS0636 41030
5401 ﬁi':,;"“ Hag SA2236342030 | 642235343030 | 642236343000 |  e4rzasaanosn | eerzzaaezose
5402 f::L“:TE :f““'“' 7400000000 B4 000,000 1.400,000.000 BAD0.000.000 EADILO00,000
Jumilah el nga HISL643.100028 | 4I5L643E0L0ZE | 4150643000028 | 4150643050028 | 151647180028
Total Surplis {Defisi) -192.217 451,505 -172.217 459565 -132.217 453 565 132,217 A51.565 13217 453565

Sumber; Data Dlahan, 2023

Dalam perubahan APED Tahun Anggaran 2023 Kebijakan masing-masing jenis belanja
secara rincl sebagai berikut;

PERLBAHAN KEBUAKAN UMUM APED PROV. KEPULALIAN RIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

V-51




5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan seéhan-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfagt jangka pendek Belanjz Operasi terdir
dari:

1) Belanja Pegawai
Belanfa pegawai akan menampung kebutuhan:
2 Gajl Pegawail beserta unjangan untuk keperfuan 12 bulan, Tunjangan THR dan
Gaji Ketipn Belas
b. Penyesuaian belanja pegawai PPPK
£. Tambahan Penghasilan ASN
d. Insentif Pajak dan Retribusli daerah

#, Delanja Tamhahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
ASM termasuk didalamnya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Belanja
Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD, Belanja Tambahan Penghasilan [Tamsil)
Gury PNSD, Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN, Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola Kevangan dan Belanja Honorarium Pengadaan
Barang/fjasa

[ Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenalkan panghkat, tunfangan keluarga dan
mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress,

2] Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan bharang/ jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa vang
akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Belanja barang dan jasa
diarahkan pada:

a} Pemenuhan kebutohan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b} Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {TPR/SDGs)

€] Pelaksanzan Program Unggulan Gubernur dan priritas pembangunan daerah
tahun 2023

d) Pelaksanaan program peranghat daevah sesuai dengan kewenangan daerah dan
tugas dan funest perangkat daerah

2] Eelanja Jasa Tenaga Non ASN termasuk di dalamnya Belanja Jasa Tenaga
Pendidilan, Belanja Jasa Tenags Kesehatan dan Belanja Jasa Tenaga lainnya
serta Belanfa luran |aminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja luran |aminan
Kecelakaan Kerja bagl Non ASN, Belanja luran Jaminan Kematian bagl Non ASN,
Belanja [asa [nsentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Dasrah dan
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
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3} Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang vang
dibltung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga
akan menampung kewajiban bunga pinjaman daersh, ditambabh bunga pinjaman
daerah untuk Tahun 2023. Dari pinjaman tersebut pada perubahan APBD tahun 2023
ini perly dianggarkan pembayaran bunga utang oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau sebesar Rp13.141.911.555 (tgn helos milior seratus empat puluh sotu juto
sembilan ratus sebelas ribu lima ratus iima puluh lmarepioh).

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh
badan usaha milik negara, BUMD dan,/ atau badan usaha milik swasta, sesual dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat  terjangkau  oleh
masyarakat.

B} Belanja Hibah

a] Helanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusay, Pemerintah Daerah lainnya,
badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan ddak menglkat, serta tdak
setara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b} Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapalan Sasaran Program dan
Keglatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselengearanya  fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat Belania hibah
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Kevangan Daerah setelah
memprioritagkan pemenuhan belanja Urusan Pemerintaban Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentuban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan parundang-undangan,

£} Pemberian hibah balk berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat
Daerah berkonaan.

d} Melaksanakan belanja hibah sesuai demgan amanat ketentuan perundang-
undangan antara lain belanja hibah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
Pemily sebesar 40% (enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang
disepakati bersama sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomaor 54 Tahun 20019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubemur, Bupati
dan Wali Kot yang bersumber dari APED, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019, dan Surat Edaran Nomor
900.1.9.1/435/5] tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur, Bupatl dan Walkil Bupati serta Wall Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun
2024,

6) Belanja Bantuan Sosial

i)

b

)

Belanja bantuan sosial digunakan untulk menganggarkan pemberian bantuan
berupa wang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan
untuk melindungl dari kemungkinan terjadinya resiko zosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberilan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan wlah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBED sesual dengan kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritasksn  pemenuban  belanja Urusan
Pemerintahan Wajib dan Uresan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa wang maupun barang
dianggarkan pada perangkat daerah bersanghutan,

5.1.2. Belanja Modal

5.1.3.

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutulan infrastrukeur yang menjadi
prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar
dan perkntaan yang mengarah pada:

1)
2]
3]

4)

Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pencapaian indilator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPH/SDGE],

Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah
tahiun 2023.

Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerali dan
tugas dan fungsi perangkat daerah.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran stas Beban APBD untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelehihan
pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
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3,14, Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah
desn,

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja
Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana perubahan belanja daerah Provinsi Kepulavan Riaw tahun 2023 dapat dilihat
pada tabel berikut:
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Tabel V. 2
Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

PERUBAHAN KEBLJAKAN LIMUM AFPBD PROV, KEPULALIAN RIAL

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rencana Bertambah

Rekening Uraian Murni Perkada IV Realiasi s.d Juni Pirikaban (Berh ] Persentaze
5 BELANJA

5.1 BELANJA OPERASI 2.910.441.366.812 | 2.908.239.403.537 | 987371992966 | 3.002.959.320456 | 92.517.953.644 3,18%
3. L1 Belan)i Pegawai L175.949,890.862 | 1.175.949.890.862 520.016.324.512 L147.480.359.364 |  -28.469.531.498 -2, 42%
51,07 Belanja Barang dan Jasa 1.465.540.448.194 | 1463330484910 | 378443395951 | 1446578235346 |  -18.962.112.848 -1,29%
51,03 Belanja Bunga 13.141.911.555 13.141,911,558 4.561.638.272 13.141.911,555 0 0,00%
5. 1.04 Belanja Subsidi 1.000.000.000 1.000,000.000 721.314.375 5,409, 750,000 4400750000 | 440,38%
5.1.05 Belanja Hibah 254.010.544.201 |  254.010.544.201 B3.431.319.856 3M2,06M.142,191 | 128,057.597.990 50,41%
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial TOE.57.000 TSEL57 2,000 00000, 000 B.2B0.822.000 7482, 250.000 936,95%
5.2 BELANJA MODAL SUL56547L186 | 580.599.834.461 | 75994743486 | 660.733.870.176 | 79.168.3985990 | 13.61%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 1. 550,000,000 1.550.000.000 1,355,201, 264 2,950,000.000 2 400L000,000 | 154.84%
5.2.02 E“:E“:;i“ Mddal Peralatan dan 180,364, 802,004 191.065.534.004 20.403.615.217 206562012972 18 197.210.968 9, 66%
5.2.03 Eﬂféﬂ: :;”d“t e Z19.0750962.371 | 219.709.104.646 488 554,265 264020059194 | 44.952.095.823 201,52,
5.2.04 dﬂi‘:ig‘ﬂ“m Jtac, b, 170.672908421 | 175.373.308.421 33670467620 163.375.234432 | 12.702.326.011 7440
5.2.05 f;':;fa”m Aset Terap 506,542 360 508,542,380 76.825.000 843,756,568 35 214.168 4,96%
5206 Belania Modal Aset Lainnya 1,393,255.010 1,393 255010 0 2.284.807.010 #91,552,000 63,99%
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000,000.000 3.167.600.000 0 6.685444.665 | -3.314.555.335 | -33,15%
5.3.01 Belanja Tidsk Terduga 10,000, 000,000 3.167,600.000 0 6,605, 444,665 ~3.314555335 |  -33.15%
5.4 BELAN]A TRANSFER 649.636.343.030 | 650.636.343.030 | 337.392.171.771 | 78R075.078.813 | 139338735783 |  2145%
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 642236343030 | 642236343030 | 336336171771 |  780.575.078.813 | 138338735783 21,54%

= V56




Hj:gfm Uralan Mizrmi Perkada IV Realiasi s.d Juni le“ml m ;E";mml “h*'r] Persentase
G402 Betanja Pantuan Keuangan 7 A0.00{L000 B A 0L OG0 L0056, D0, 040 B 4WL000.000 1. O0CE 006 D00 13.51%
Jumlah Belanja | 4.151.643.181.028 | 4.151.643.181.028 | 1.400.760.908.222 | 4.459.353.714.110 | 307.710.533.082 A1
Total Surplus/[Deflit) | 132217453565 | -132.217.454.565 | -124.545.200.2687 -339.353.994.353 | -207.136.540.780 156,60%
Sumber: Data Olahan, 2023
V-57
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebljakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulavan Riau pada percbahan
KUA tahun 2023 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih
Pemblayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA] vang disesualkan dengan hasil audit
Badan Pemertksa Keuangan (BPK) Rl Perwakilan Provinsi Kepulanan Riau, yaknl dari
sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000 (due rotus milior rupioh) menjadi
Rp3BB.950.3022.882 [tiga ratus defopan puluh delapan millar sembilon ratus lima
puluh jute Hga ratus dus Abu detapan retus delopan puluh dug rupiah), Disamping it
Penerimaan pembiayaan daerah juga berasal dari penerimaan pinjaman daerah dari
PT Sarana Multi [nfrastruktur (Persern) sebesar Rpl6.556.292.010 (enom belas
mitfar fima ratus fima pilub enam juto dea rotus sembilon puleh duo ribe seputuh
rupiah}. Besaran penerimanan pembiayaan inl tidak mengalami perubahan dari APED
Murni Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya.

6.2, Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Eebljakan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsl Kepulasan Riau Tahun 2023
adalah berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang fatuh Tempo atas Pinjaman
Dagrah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
kepada PT. SML Untuk kebijakan pengeluaran ini terjadi koreksi berupa pengurangan
sebesar Rp18.186.237.906 fdelopan belas miliar seratus delapan puiuh enam juta dua
rotes Hga puluh twjuh ribu sembilan ratus enom rupiah) yang mulanya sebesar
RpB4.338.838.445 (defopan puluh empat miliar Hoo ratus Hgo puluh delapan futbh
delapan ratus tiga puluh defepan ribu empet ratus empat puluh Bma rupiah) menjadi
sehesar Rp66.152.600.539 (enam puluh enaom miliar seratus fima perluh due futa enam
ratus ribu fima rotus dgo poluh sembifan rupioh) Jumlah pengeluaran pembiaayaan ini
tidak mengalami perubahan dari APED Murni Tahun Anggaran 2023 vang telah
ditetapkan sebelumnya,

Rencana perubahan pembiayaan daerah provinsi Kepulauan Riau dalam rancangan
perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 inl sehagaimana rabel berikut:

PERLBAHAN KEBUAKAN UMUM APED PROV. KEPULALAN RIAU
TAHUN ANGGEARAN 2023
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Tabel VL 1
Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2023
g 2
G PEMBIAYAAN
f.l FENERIMAAN PEMBIAYAAN
Siza Lebih Perhitungan
& 101 A Tahun Sehelumnya 200.000.000.000 | 3IBEI50.I02882 | 180950302062 54, 465
6104 | Penerimasn Pinjaman Daerah 16.556.292.010 16,550, 292.010 0 0, 00
Jumiah Penerimaan Pembiayaan 216.556,292010 | 405.506.594.892 | 188.950.302.882 BY.25%
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembayaran  Cicilan  Pokok
6.203 Utang yang Jaruh Tempo H4.33H0.830.445 661526000539 ] 18186, 237006 -21,56%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 04.338.838.445 | 66.15Z600.510 | -18.186.237.906 -21.56%
Pembiayaan Netto 32217 A53.508 | 3139353.994.353 | 207.136.540.708 156,66

Sumber; Data Mahan, 2023
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BAB VII
STRATEGI PENCAFPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Untuk mengupavakan optimalisast peadapatan daerah  diperlukan  kebijalan-

kebijakan di bidang pendapatan daerah dalam Tahun 2023 vaitu meliputi:

1} Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan
PAD melalui modemisasi pelayanan Kantor Samsat dan peninglatan jumlah OPD
yang terdibat aktif melakukan pemunputan retribusi daerah:

2] Untuk Sektor Dana Perimbangan dittikberatkan pada peningkatan koordinasi
dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khusesnya yvang bedaitan dengan
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Ehusus;

3) Untuk sektor Dana Alokasi Umum [DAU) akan diperjuangkan agar dalam
memperhitungkan besaran DAU juga memperhatkan beberapa karakteristik
khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai
daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat
diperhitunghkan secara optimal sebagai zalah satu variabel kebutuhan fiskal; dan

4) Meningkatkan kualitas pengelolaan kenangan dan keschatan fiskal, pelayanan
dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai Indikator
dalam penerimaan Dana Insentif Dasrah.

7.2, Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Dalam upaya pengelolaan belanja daerah, maka strategi yang akan ditempuh sebagai
berikut :
1) Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
d. Kerangls pengeluaran fangka menengah daemh, dilaksanzkan dengan
menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub keglatan yang direncanakan dalam tahun anggaran
berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

¢, Penganggaran berbagis  linerfa, dilakukan dengan  memperhatilkan
keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari
kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfiatkan, dan efisiensi
dalam pencapaian hasil keluaran.

2] Penyusunan program pembangunan daerah sesual dengan prieritas dan
kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan  urusan
pemerintahan wajlb yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian
sasaran pembangunan.
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3) Belan|a daerah diarabikan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan
daerah dan prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesual dengan
kewenangan Daerah, mendanal arah kebijakan yang bersifat mandatory serta
mempertimbangkan aspek efesiensi dan efektivitas dalam pelalsanaan program
dan kegiatan sesual dengan kemampuan pendapatan daerah.

4] Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar
publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan
minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan  urusan
pemerintzhan walib yang tdak terlait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintzhan wajib vang terlait dengan pelavanan dasar publik.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Penerimaan pemblayaan daersh diperoleh dari Sisa Lebib Pembiaysan Anggaran
tahun sebelumnya (SiLPA), dilakukan dengan mendasarkan pada perkirman
penerimaan SILPA tahun anggaran sebelumnya, SILPA diharapkan tidak hanya berasal
dari sisa penghematan belanja, tetapi juga diharapkan dari pelampauan pendapatan.
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BARB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dekumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asums yang mendasarinya untuk periode 1 [satu) tahun
Disebablan situasi kondisi hingga bulan Juni 2023 zebagaimana termuat dalam LRA Semester
Pertama, maka perlu dilakukan perubahan Kebijalan Umum APBD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2023,

selanjutnya Perubahan KUA yvang telah disepakati akan menjadi dasar dalam menyusun Now
Kesepakatan Kebijakan Umium Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Dewan
Perwakilan HRalkyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau yvang kemudian Nota
Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Herja dan
Anggaran [RKA) SKPD  dan  selanjutnya  menjadi  acuan  dalam  penyusuman
Perubahan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) Tahun Anggaran
2023,

Dokumen Perubahan KUA Provinsi Kepulavan Rian Tahun Anggaran 2023 ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagl sefurub  pemangku  kepentingan dalam
mengimplementasikannyz secam  beilanggungjawab dan profesional. Dengan demikian
dibarapkan masyarakat Provinsi Kepulavan Rian dapat merasakan manfaatnya secara optimal
dari pembangunan yang telah direncanalcan tersebut,

Demikizn Perubahan Kebijskan Umum APBD Ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,
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